REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2012 PENGESAHAN. Protokol. @ Hak-Hak  Anak.
Konflik. Bersenjata. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5329)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON

THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF

CHILDREN IN ARMED CONFLICT

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI

KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa anak mempunyai hak wuntuk tumbuh dan
berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan
rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk
dalam keadaan konflik bersenjata;

b. bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata baik
perekrutan maupun  sasaran  konflik  bersenjata
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan
dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka
panjang bagi tumbuh dan kembang anak;

c. bahwa selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk
memberikan perlindungan terhadap anak khususnya
keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang
merupakan komitmen bersama masyarakat internasional
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sebagaimana diwujudkan dalam Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of
Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi
Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik
Bersenjata);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
mengesahkan Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak
mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)
dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL

(1)

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED
CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK
ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA).

Pasal 1

Mengesahkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol
Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam
Konflik Bersenjata) dengan Declaration (Pernyataan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum
untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata
nasional.
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(2) Salinan naskah asli Optional Protocol to the Convention on the Rights of
the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol
Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam
Konflik Bersenjata) dengan Declaration (Pernyataan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum
untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata
nasional dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENALI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT 2 OPTIONAL PROTOCOL 10O THE
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK
ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 avat (2) Optional Protocol to
the Conwvention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak
dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional
Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa
“pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas)
tahun”.

- Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah
sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan
pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai
sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara
lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah,
termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAL
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DECLARATION PURSUANT TO THE ARTICLE 3 PARAGRAPH 2 OF THE OPTIONAL
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares in pursuant to Article 3
Paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the Involvement of Children in Armed Conflict that:

— The minimum age for voluntary recruitment into the Indonesian National Armed
Forces is 18 years old. Further, Article 28 Paragraph (1) d of the Law Number
34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces regulates that “at the
time of inauguration as a Soldier, he/she shall be 18 (eighteen) years old at the
minimum”.

— The recruitment of the member of the Indonesian National Armed Forces is
genuinely voluntary. It is conducted openly and the public announcement is
carried out by utilizing various means of communication and information
technology. The recruitment requires, among others, birth certificate and proof
of consent of parents or legal guardians, including for those who have aged
18 years.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONE SIA,
signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENALI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

Negara-Negara Pthak pada Protokol in1,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan
komitmen luas yang ada untuk berupaya dengan segala daya bagi pemajuan dan perlindungan
hak-hak anak,

Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan menghimbau
untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan
pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,

Khawatir atas dampak vang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan
konsekuensi jangka panjang dart hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan
pembangunan,

Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan
serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional,
termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang
signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit,

Mencatat diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan, khususnya, digolongkannya
tindakan merekrut atau memasukan anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka untuk
terlibat secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-
internasional sebagai sebuah kejahatan perang,

Mempertimbangkan, oleh karenanya, bahwa untuk lebih memperkuat implementasi hak-hak yang
diakur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan
anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata,

Mencatat bahwa Pasal 1 dar1 Konvens: Hak-Hak Anak mengatur secara spesifik bahwa, untuk
tujuan Konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali diatur oleh
hukum yang berlaku terhadap anak, mayoritas dicapai terlebih dulu,

Meyakini bahwa sebuah protokol opsional terhadap Konvensi tersebut yang menaikkan batas
umur perckrutan yang dimungkinkan bagi orang-orang untuk menjadi anggota angkatan
bersenjata dan partisipasi mereka dalam peperangan akan secara efektif’ berkontribusi terhadap
penerapan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam
semua tindakan yang menyangkut anak,
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Mencatat bahwa Konferensit Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke- dua puluh enam pada
Desember 1995 merekomendasikan, antara lain, bahwa para pithak yang berkonflik mengambil
setiap langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun
tidak ambil bagian dalam peperangan,

Menyvambut pengadopsian secara bulat Konvensi Organisasi Perburvhan Internasional No. 182
tentang Larangan dan Tindakan Langsung bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan
Anak pada Juni 1999 yang melarang antara lain, rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak
untuk digunakan dalam konflik bersenjata,

Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatthan dan penggunaan, baik di dalam batas
maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata
yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dar1 pihak
yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal mi,

Mengingat kembali kewajiban masing-masing pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi
ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional,

Menekankan bahwa Protokol 1ni tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip vang terkandung
dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51, dan norma-norma hukum humaniter internasional vang
relevan,

Mengingat bahwa kondisi damai dan aman berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan
dan prinsip vang terkandung dalam Piagam PBB dan ketaatan terhadap berbagai instrumen hak
asasi manusia yang berlaku sangat dibutuhkan untuk perlindungan penuh anak-anak, khususnya
selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh pihak asing,

Mengakui kebutuhan khusus darni anak-anak yang sangat rentan terhadap perekrutan atau
pemanfaatan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol in1 vang disebabkan oleh

status ekonomi atau sosial atau gender mercka,

Menvadari kebutuhan dalam mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik vang
menjadi akar penvebab keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata,

Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penerapan Protokol 1ni,
serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban dart

konflik bersenjata,

Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya, anak-anak dan anak yang menjadi korban
dalam penyebarluasan informasi dan program pendidikan terkait implementasi Protokol 1ni,

Telah menyetuju hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan
bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara
langsung dalam peperangan.

Pasal 2

Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut
dalam wajib militer.

Pasal 3

1. Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia mimimum perekrutan orang secara sukarela
untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip vang
terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini orang-orang
yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.

2. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu
meratifikasi atau mengaksesi Protokol in1 yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk
perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas
penjaminan yang telah diadopsit vang memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak secara
terpaksa atau dipaksakan.

3. Negara-Negara Pihak yang mengijinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk
menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan
setidak-tidaknya bahwa:

a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;

b) Perekrutan tersebut dilakukan atas persetyjuan yang diberitahukan oleh orang tua atau
wali yang sah dar1 orang tersebut;

¢) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran vang
akan diemban.

d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat dipercaya mengenai umur mereka
sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.

4. Negara-negara Pihak dapat memperkuat deklarasi in1 setiap saat melalui pemberitahuan vang
disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, vang selanjutnya akan
menginformasikan hal in1 kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai
berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral.

5. Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal i tidak berlaku untuk sekolah-

sekolah vang dikelola atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara
Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak.
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Pasal 4

1. Kelompok bersenjata vang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah Negara tidak
boleh, dalam keadaan apapun, merckrut atau menggunakan orang di bawah usia 18 tahun
untuk dilibatkan dalam peperangan.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah vyang dapat ditempuh untuk
mencegah perckrutan dan penggunaan tersebut, termasuk penggunaan tindakan-tindakan
hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek tersebut.

3. Penerapan pasal in1 di bawah Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak
manapun yang terlibat dalam konflik bersenjata,

Pasal 5

Tidak satu hal pun dalam Protokol in1 yang boleh diartikan sebagai ketentuan penghalang dari
hukum nasional Negara Pihak atau instrumen internasional dan hukum humaniter internasional
yang lebih kondusit bagi perwujudan hak-hak anak.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil segala langkah-langkah hukum, adminstratif dan
tindakan-tindakan lainnya vang diperlukan untuk memastikan implementasi dan penegakan
yang efektif dari segala ketentuan vang diatur dalam Protokol i1 di dalam yurisdiksinya.

2. Negara-Negara Pihak setuju untuk membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam
Protokol ini diketahui secara luas dan disebarluaskan melalm berbagai sarana yang sesuai,
kepada para orang dewasa dan anak-anak.

3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah vyang dapat ditempuh untuk
memastikan bahwa orang-orang di dalam yurisdiksit mereka yang direkrut atau digunakan
dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol mi untuk didemobilisasikan atau
dibebastugaskan. Negara-Negara Pihak harus, jika perlu, menyediakan kepada orang-orang ini
semua bantuan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan psikologi dan reintegrasi sosial mereka.

Pasal 7

1. Negara-negara Pihak harus bekerja sama dalam melaksanakan Protokol ini, termasuk dalam
pencegahan terhadap setiap kegiatan yang bertentangan dengan Protokol ini dan dalam
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi orang-orang vang menjadi korban dari tindakan-
tindakan vang melanggar Protokol ini, termasuk melalui kerja sama teknik dan bantuan
finansial. Bantuan dan kerja sama tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dengan Negara-
Negara Pihak terkait dan organisasi internasional yang relevan.

2. Negara-Negara Pihak yang dalam posisi untuk melakukan hal tersebut harus menyediakan
bantuan tersebut melalu program multilateral, bilateral atau program-program lamnya, atau,
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antara lain, melalui sebuah dana sukarela yang ditetapkan sesuai dengan aturan Majelis
Umum.

Pasal 8

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol
in1 untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan
informasi komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi
ketentuan dalam Protokol, termasuk langkah-langkah vang diambil untuk melaksanakan
ketentuan tentang partisipasi dan rekrutmen.

2. Setelah penverahan laporan komperchensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam
laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44
Konvensi, informasi lebith lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-
Negara Pihak lain dar1 Protokol harus meyerahkan laporan setiap lima tahun.

3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dar1 Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yvang
relevan dengan implementasi Protokol inu.

Pasal 9

1. Protokol im terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dar1 Konvensi
atau yang telah menandatanganinya.

2. Protokol ini diratifikast dan terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen ratifikasi
atau aksesi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Sekretaris Jendral, dalam kapasitasnya sebagai penyimpan Konvensi Hak-Hak Anak dan
Protokol 1in1, harus memberikan informasi kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua
negara vang telah menandatangami Konvensi dari setiap instrumen deklarasi berdasarkan
Pasal 13.

Pasal 10

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan instrumen kesepuluh dari
ratifikasi atau aksesi.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol i1 atau mengaksesinya setelah mulai berlaku,
Protokol in1 harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penvimpanan instrumen ratifikasi
atau aksesinya.

Pasal 11
1. Suvatu Negara Pihak dapat menarik dini dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan

tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, vang setelah itu harus
menginformasikan Negara Pihak Konvensi lainnya dan semua Negara vang telah
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menandatangani Konvenst Hak-Hak Anak. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun
setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Namun jika pada tahun berakhirnya penarikan diri tersebut Negara Pihak terlibat
dalam konflik bersenjata, penarikan diri tersebut tidak dapat berlaku sebelum berakhirnya
konflik bersenjata.

Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari
kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap tindakan yang terjadi
sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh
mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan vang
sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Pasal 12

Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu
mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan
permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah
konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil
suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal
komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pithak menyetujui konferensi tersebut,
Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan
memberikan suvara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk
persetujuan.

Suatu amendemen vang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal in1 harus berlaku ketika
telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga
mayoritas Negara Pihak.

Ketika sebuah amandemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak
yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol
ini, dan semua amendemen sebelumnya vang telah mereka terima.

Pasal 13

Protokol ini, vang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama
otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol n1

kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani
Konvensi.
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Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflict

The States Parties to the present Protocol,

Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child,
demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of
the rights of the child,

Reaffirming that the rights of children require special protection, and calling for continuous
improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and
education in conditions of peace and security,

Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the
long-term consequences this has for durable peace, security and development,

Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on
objects protected under international law, including places generally having a significant presence
of children, such as schools and hospitals,

Noting the adoption of the Statute of the International Criminal Court and, in particular, its
inclusion as a war crime of conscripting or enlisting children under the age of 15 years or using them
to participate actively in hostilities in both international and non-international armed conflicts,

Considering, therefore, that to strengthen further the implementation of rights recognized in
the Convention on the Rights of the Child there is a need to increase the protection of children from
involvement in armed conflict,

Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the
purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless,
under the law applicable to the child, majority is attained earlier,

Convinced that an optional protocol to the Convention raising the age of possible recruitment
of persons into armed forces and their participation in hostilities will contribute effectively to the
implementation of the principle that the best interests of the child are to be a primary consideration
in all actions concerning children,

Noting that the twenty-sixth international Conference of the Red Cross and Red Crescent in
December 1995 recommended, inter alia, that parties to conflict take every feasible step to ensure
that children under the age of 18 years do not take part in hostilities,

Welcoming the unanimous adoption, in June 1999, of International Labour Organization
Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst
Forms of Child Labour, which prohibits, infer alia, forced or compulsory recruitment of children for
use in armed conflict,
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Condemning with the gravest concern the recruitment, training and use within and across
national borders of children in hostilities by armed groups distinct from the armed forces of a State,
and recognizing the responsibility of those who recruit, train and use children in this regard,

Recalling the obligation of each party to an armed conflict to abide by the provisions of
international humanitarian law,

Stressing that this Protocol is without prejudice to the purposes and principles contained in
the Charter of the United Nations, including Article 51, and relevant norms of humanitarian law,

Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect of the purposes and
principles contained in the Charter and observance of applicable human rights instruments are

indispensable for the full protection of children, in particular during armed conflicts and foreign
occupation,

Recognizing the special needs of those children who are particularly vulnerable to recruitment
or use in hostilities contrary to this Protocol owing to their economic or social status or gender,

Mindful of the necessity of taking into consideration the economic, social and political root
causes of the involvement of children in armed conflicts,

Convinced of the need to strengthen international cooperation in the implementation of this
Protocol, as well as the physical and psychosocial rehabilitation and social reintegration of children
who are victims of armed conflict,

Encouraging the participation of the community and, in particular, children and child victims
in the dissemination of informational and educational programmes concerning the implementation
of the Protocol,

Have agreed as follows:

Article 1

States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces
who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.

Article 2

States Partics shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not
compulsorily recruited into their armed forces.

Article 3

1. States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their
national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights
of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the
Convention persons under 18 are entitled to special protection.

2.  Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to this

Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its

national armed forces and a description of the safeguards that it has adopted to ensure that such
recruitment is not forced or coerced.

2.
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3. States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age
of 18 shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

(a)  Such recruitment is genuinely voluntary;

(b) Such recruitment is done with the informed consent of the person’s parents or legal
guardians;

(c) Such persons are fully informed of the duties involved in such military service;

(d)  Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military
service.

4.  Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect
addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall inform all States Parties. Such
notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General.

5. Therequirement to raise the age in paragraph 1 of the present article does not apply to schools
operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping with articles
28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child.

Article 4

1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any
circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

2. States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including
the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.

3.  The application of the present article under this Protocol shall not affect the legal status of any
party to an armed conflict.

Article 5

Nothing in the present Protocol shall be construed as precluding provisions in the law of a

State Party or in international instruments and international humanitarian law that are more
conducive to the realization of the rights of the child.

Article 6

1. Each State Party shall take all necessary legal, administrative and other measures to ensure the
effective implementation and enforcement of the provisions of this Protocol within its jurisdiction.

2. States Parties undertake to make the principles and provisions of the present Protocol widely
known and promoted by appropriate means, to adults and children alike.

3. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons within their jurisdiction
recruited or used in hostilities contrary to this Protoco! are demobilized or otherwise released from

service. States Parties shall, when necessary, accord to these persons all appropriate assistance for
their physical and psychological recovery and their social reintegration.

23-
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Article 7

I.  States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol, including in the
prevention of any activity contrary to the Protocol and in the rehabilitation and social reintegration
of persons who are victims of acts contrary to this Protocol, including through technical cooperation
and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation with
concerned States Parties and relevant international organizations.

2. States Parties in a position to do so shall provide such assistance through existing multilateral,
bilateral or other programmes, or, inter alia, through a voluntary fund established in accordance with
the rules of the General Assembly.

Article 8

1. Each State Party shall submit, within two years following the entry into force of the Protocol
for that State Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive
information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the
measures taken to implement the provisions on participation and recruitment.

2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the
reports they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the

Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other States
Parties to the Protocol shall submit a report every five years.

3.  The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information
relevant to the implementation of this Protocol.

Article 9

1. The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has
signed it.

2.  The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State.

Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.

3. The Secretary-General, in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol, shall
inform all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention of each
instrument of declaration pursuant to article 13.

Article 10

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth
instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the
present Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument
of ratification or accession.

-4-
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Article 11

1. Any State Party may denounce the present Protoco! at any time by written notification to the
Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the
Convention and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one
year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. If, however, on the expiry
of that year the denouncing State Party is engaged in armed conflict, the denunciation shall not take
effect before the end of the armed conflict.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations
under the present Protocol in regard to any act that occurs prior to the date on which the denunciation
becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration
of any matter that is already under consideration by the Committee prior to the date on which the
denunciation becomes effective.

Article 12

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the
United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to
States Parties, with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties
for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months
from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a
conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United

Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference
shall be submitted to the General Assembly for approval.

2. Anamendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into
force when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by
a two-thirds majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have
accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any
carlier amendments that they have accepted.

Article 13

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention.

-5-

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.148 28

PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,
CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS
DANS LES CONFLIT ARMES
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Protocole facultatif a la Convention
relative aux droits de I’enfant,
concernant Pimplication d’enfants
dans les conflits armés

Les Etats Parties au présent Protocole,

Encouragés par I’appui considérable recueilli par la Convention relative
aux droits de I’enfantl, qui dénote une volonté générale d’ceuvrer pour la
promotion et la protection des droits de I’enfant,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent étre spécialement proté-
gés et langant un appel pour que la situation des enfants, sans distinction,
soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et étre éduqués dans
des conditions de paix et de sécurité,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur
les enfants et leurs répercussions a long terme sur le maintien d’une paix,
d’une sécurité et d’un développement durables,

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des si-
tuations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par
le droit international, notamment des endroits oil se trouvent généralement
de nombreux enfants, comme les écoles et les hopitaux,

Prenant acte de I’adoption du Statut de la Cour pénale internationale,
qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés
tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder a la conscrip-
tion ou a I’enr6lement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement a des hostilités,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits re-
connus dans la Convention relative aux droits de [’enfant, il importe
d’accroitre la protection des enfants contre toute implication dans les
conflits armés,

Notant que Darticle premier de la Convention relative aux droits de
I’enfant spécifie qu’au sens de ladite Convention, un enfant s’entend de tout
étre humain 4gé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus t6t
en vertu de la législation qui lui est applicable,

Convaincus que 1’adoption d’un protocole facultatif se rapportant & la
" Convention, qui reléverait I’dge minimum de I’enr6lement éventuel dans les
forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement
a la mise en ceuvre du principe selon lequel 1’intérét supérieur de 1’enfant
doit étre une considération primordiale dans toutes les décisions le concer-
nant,

Notant que la vingt-sixi¢éme Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, no-
tamment, que les parties a un conflit prennent toutes les mesures possibles
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pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostili-
tés,

Se félicitant de 1’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention
No 182 (1999) de I'Organisation internationale du Travail concernant
I"interdiction des pires formes de travail des enfants et I’action immédiate en
vue de leur élimination, qui interdit I’enr6lement forcé ou obligatoire des en-
fants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,

Condamnant avec une profonde inquiétude 1’enrblement, I’entrainement
et I'utilisation — en dega et au-dela des frontiéres nationales — d’enfants dans
les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d’un Etat, et
reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utili-
sent des enfants & cet égard,

Rappelant 1’ obligation pour toute partie & un conflit armé de se confor-
mer aux dispositions du droit international humanitaire,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et prin-
cipes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment a I’ Article 51, et
des normes pertinentes du droit humanitaire,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées
sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et
le respect des instruments relatifs aux droits de I’homme applicables sont es-
sentiels a la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits
armés et sous une occupation étrangére,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur
situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particuliérement vulné-
rables a ’enrblement ou & I'utilisation dans des hostilités en violation du
présent Protocole,

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les
causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des
enfants aux conflits armés,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale
pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion so-
ciale des enfants qui sont victimes de conflits armes,

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des
enfants et des enfants victimes, a la diffusion de ’information et aux pro-
grammes d’éducation concernant I’application du présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :
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Article premier

Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller & ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint
I’age de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les Etats Parties veillent a ce que les personnes n’ayant pas atteint I’age
de 18 ans ne fassent pas 1’objet d’un enrdlement obligatoire dans leurs forces
armeées.

Article 3

1. Les Etats Parties relévent en années I’ige minimum de 1’engagement
volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport a celui fixé au pa-
ragraphe 3 de I’article 38 de la Convention relative aux droits de I’enfant, en
tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant
qu’en vertu de la Convention, les personnes dgées de moins de 18 ans ont
droit 4 une protection spéciale.

2. Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole
ou de I’adhésion & cet instrument, une déclaration contraignante indiquant
I’dge minimum & partir duquel il autorise ’engagement volontaire dans ses
forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veil-
ler & ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la
contrainte.

3. Les FEtats Parties qui autorisent ’engagement volontaire dans leurs for-
ces armées nationales avant ’dge de 18 ans mettent en place des garanties
assurant, au minimum, que :

a) Cet engagement soit effectivement volontaire;

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de
cause, des parents ou gardiens légaux de I’intéressé;

c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs
qui s’attachent au service militaire national;

d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur 4ge avant
d’étre admises audit service.

4. Tout Etat Partie peut, & tout moment, renforcer sa déclaration par voie
de notification a cet effet adressée au Secrétaire général de 1’Organisation
des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notifi-
cation prend effet & la date a laquelle elle est reque par le Secrétaire général.

5. L’obligation de relever 1’dge minimum de I’engagement volontaire visée
au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements sco-
laires placés sous 1’administration ou le contrdle des forces armées des Etats
Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux
droits de ’enfant.
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Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne de-
vraient en aucune circonstance enrdler ni utiliser dans les hostilités des per-
sonnes agées de moins de 18 ans.

2. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour empécher I’enrélement et I’utilisation de ces personnes, notamment les
mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement
ces pratiques.

3. L’application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut
juridique de toute partie a un conflit armé.

Article 5

Aucune disposition du présent Protocole ne peut étre interprétée comme
empéchant I’application de dispositions de la législation d’un Etat Partie,
d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus pro-
pices a la réalisation des droits de ’enfant.

Article 6

1. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures — d’ordre juridique, admi-
nistratif et autre — voulues pour assurer 1’application et le respect effectifs
des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

2. Les Etats Parties s’engagent 2 faire largement connaitre les principes et
dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, a I’aide
de moyens appropriés.

3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller & ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont en-
rolées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient
démobilisées ou de quelque autre maniére libérées des obligations militaires.
Si nécessaire, les Etats Parties accordent 4 ces personnes toute 1’assistance
appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur
réinsertion sociale.

Article 7

1. Les Etats Parties coopérent & I’application du présent Protocole, no-
tamment pour la prévention de toute activité contraire a ce dernier et pour la
réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes
contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et
une assistance financiére. Cette assistance et cette coopération se feront en
consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations internatio-
nales compétentes.

2. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assis-
tance par I’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres
déja en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions
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volontaires constitué conformément aux régles établies par I’Assemblée gé-
nérale.

Article 8

1. Chaque Etat Partie présente, dans les deux années qui suivent I’entrée
en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité
des droits de 1’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures
qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, no-
tamment celles concernant la participation et I’enrdlement.

2. Aprés la présentation du rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans
les rapports qu’il présente au Comité des droits de I’enfant conformément a
I’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant
Iapplication du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole pré-
sentent un rapport tous les cinq ans.

3. Le Comité des droits de I’enfant peut demander aux Etats Parties un
complément d’information concernant 1’application du présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole est ouvert a la signature de tout Etat qui est Partie
a la Convention ou qui I’a signée.

2. Le présent Protocole est soumis a la ratification et est ouvert a
I’adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont
déposés auprés du Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies.

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et
du Protocole, informe tous les Etats Parties a 1a Convention et tous les Etats
qui ont signé la Convention du dép6t de chaque déclaration en vertu de
I’article 13.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois aprés la date de dépdt
du dixiéme instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhé-
reront aprés son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un
mois aprés la date du dépét par cet Etat de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 11

1. Tout Etat Partie peut, i tout moment, dénoncer le présent Protocole par
voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 1’Organisation
des Nations Unies, qui en informera les autres Etats Parties a la Convention
et tous les Etats qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet
un an aprés la date a laquelle le Secrétaire général en aura regu notification.
Toutefois, si 4 I’expiration de ce délai d’un an, 1’Etat Partie auteur de la dé-
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nonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet
avant la fin dudit conflit.

2. Cette dénonciation ne saurait dégager I’Etat Partie de ses obligations en
vertu du présent Protocole a raison de tout acte accompli avant la date 4 la-
quelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en quelque
maniére que ce soit la poursuite de I’examen de toute question dont le Co-
mité serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Article 12

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte au-
prés du Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies. Celui-ci
communique alors la proposition d’amendement aux Etats Parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables a la convocation d’une
conférence des Etats Parties en vue de ’examen de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette commu-
nication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la
convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Confé-
rence sous les auspices de 1’Organisation des Nations Unies. Tout amende-
ment adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants a la confé-
rence est soumis & I’Assemblée générale pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragra-
phe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par
I’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des Etats Parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats Parties qui 1’ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs accep-
tés par eux.

Article 13

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
frangais et russe font également foi, sera déposé aux archives de
I’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies fera parvenir
une copie certifiée conforme du présent Protocole a tous les Etats Parties 4 la

. Convention et a tous les Etats qui ont signé la Convention.
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GAKYJIBTATHBHBIN MPOTOKOJ K KOHBEHLIMH O IIPABAX PEBEHKA,
KACAIOIHICS YYACTHSA JETEN B BOOPYXXEHHBIX KOH®JINKTAX
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®AKYJIBTATHBHBIN MPOTOKOJ K KOHBEHIIMH O NPABAX PEBEHKA,
KACAIOUIMICS YUYACTHSI AETEH B BOOPYKEHHBIX KOH®INKTAX

Tocydapcmea — ywacmuuxu nacmoswezo Ilpomoxona,

6ydyuu 600dymesnenn noBceMecTHOH noxaepxkoit KonpeHnuu o npasax pebenka,
CBUICTENBCTBYIOLIEH O LIHPOKO PaCIPOCTPAHEHHOH rOTOBHOCTH CJIYXHTD A€y MOOLIPEHHS
H 3alMTH Npas peGeHka, -

6M08b nOOMaepICcOan, UTO Npasa AeTell HyKaaloTca B 0coGoll 3amuTe, ¥ NpH3bBas K
ofecneyeHnI0 NOCTOAHHOTO ylyYuieHHs NOM0KEHHA AeTeii 6e3 Kakoro 661 TO HH OBLIO
pa3nuuMs, a TaKXKe WX Pa3BUTHA u oOpazoBaHus B o6CTaHOBKE MHpa H 6e30macHOCTH,

6ydyuu obecnoxoernbi NaryOHBIM B ITHPOKOMAcLITaOHBIM BO3ZEACTBUHEM
BOOPYXEHHbIX KOHGINKTOB Ha AeTel, a Takxke MX JONrOCPOUHBEIMH MOCAENCTBHAMH IUIs
NPOYHOro MHPa, 6€3011aCHOCTH H Pa3BHTHA,

ocyxcoas nocAraTelibcTa Ha JileTeil B yCIOBHAX BOOPYXKEHHOro KOHGIMKTA, a TAKXKe
HeNnoCPEeACTBECHHbIC HanafeHMs Ha OOBEKTH, OXpaHAEeMbi€ B COOTBETCTBHE €
MEXAYHAPOIHLIM NPaBOM, B TOM YHCJIE Ha MECTA, B KOTOPBIX OGBIYHO NPHCYTCTBYET
Gonplioe KONHYECTBO AleTel, Takue, KaK MKOJbI H 60JBHHUEL,

ommeuas npuHaTHe CraryTa MeXayHapoogHOro yroJloBHOIO CyAa, H B YaCTHOCTH
KBaINQHKAUMIO B HEM B KadeCTBE BOCHHOrO NpecTynneHns neicTBnil, CBA3aHHBIX C
NpH3BIBOM Ha BOEHHYIO ciyx0y unn Mobunusauueii nereit, He qocturmux 15-netHero
BO3pACTa, HIIH C X aKTHBHBIM HCNONB30OBAHMEM B BOCHHBIX AEHCTBUAX B paMKax Kak
MEeXIyHAPOAHBIX, TaK M HEMEXAYHAPORHEIX BOOPYKEHHBIX KOHDAHKTOB,

cyumasa, TakuM oOpasoM, 4TO B LeNaX coaeiicTBUA 6onee apdexTHBHOMY
OCYNIECTB/IEHHIO NIpaB, NPH3HaHHBIX B KoHBeHIMH 0 npaBax peGeHka, HCOOGXOAMMO YCHAHTD
3alliUTy AETEN OT y4acTHA B BOOPYXKEHHBIX KOHDAHKTAX,

ommeuan, uro ctatha 1| KonBenunu o npasax pebexka npeaycMarpHBaeT, uTo Ans
ueJieii 310#i KoHBeHUHH peOEHKOM ABJAECTCA KAXKIO0E YSNOBEUECKOE CYIUECTBO A0
DocTHXeHHA 18-neTHero Bo3pacTa, €Cik N0 3aKOHY, IPUMEHHMOMY K NaHHOMY peGeHKy, OH
He JOCTHraeT COBepLIEHHOJIETHS paHee,

Oyoy4u yGencoeHbl, MTO QaKyJbTATHBHEBIA NPOTOKON K KOHBEHIIMH, MOBBILUAIOLHA
BO3pacT BO3MOXHOIO NIPU3bIBA JIML B BOOPYXECHHBIE CHJIBI H HX YYaCTHS B BOCHHBIX
neiicTBHAX, Oyner apdexTnBHEIM 00pa3oM cnocobGCcTBOBATh OCYIECTBICHUIO MPHHLKNA,
COMIaCHO KOTOpPOMY BO BCEX AeHCTBHAX, KaCalOUIHXCA AeTeH, nepBooyepeHOE BHUMAHHE
OOJKHO YAENAThcA HaHNyylueMy obecneyeHnio nuTepecoB pebenxa,

ommeyas, 4To ABafLATh lwecTas MexayHapogHas koHdepenuns Kpacnoro Kpecra u
Kpacroro INonymecsia, cocrosBuiasca B gexkabpe 1995 roga, pekoMeHn0BaNa, B YaCTHOCTH,
CTOpOHaM KOHGIHKTOB NPEANPHHUMATH JI06ble BO3MOXKHEIE IIark B Lensax obecneyeHus
TOro, 4ToOBI JIETH, He AocTHrmKe 18-neTHero Bo3pacTa, HE NPUHAMAJNIH YYacCTHS B BOCHHBIX
neucTBUAX,
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npugemcmeys eQNHOLYLIHOE NpUHATHE B HioHe 1999 roaa KonBenuun
MexnyHapoano# opranusauuy Tpyaa Ne 182 o 3anpelueHMH ¥ HEMEIEHHBIX Mepax Mo
HCKOPCHCHHIO HAUXYAILOHX q)OpM JAETCKOro TpyAa, KOTOpas 3anpewacT, B HaCTHOCTH,
NMPUHYAHTENbHYIO HIK 00A3aTeNIbHYI0 BepObOBKY AeTell AA MCNONL30BAHHA HX B
BOOPYXEHHBIX KOH(NUKTAX,

ocyxcoan ¢ camoil 2nyboxoii o3abouenrocmsio BepbOBKY, 00y YeHHE H HCIIONb30BaHHE
BHYTPH roCcyZapcTBa K 3a €ro npeaejiaMH jeTel B BOCHHBIX REHCTBHAX BOOPYKECHHBIMH
rpynnaMH, OTIKYHBIMH OT BOODYXEHHBIX CHJ FOCYAapCTBa, H NPH3HABad OTBETCTBEHHOCTH
Tex, KTo BepOyeT, o6yuaer n cnons3yer aerel ¢ 3Tl HeEnbIO,

Hanomunas 06 oGa3arenbcTBE Kaxaoh CTOpOHBI BOOPYXKECHHOTO KOH(l)JlPll(Ta
cobnionars MONOKEHHA MEXAYHApOAHOro ryMaiHTapHOr'o npana,

noduepkueas, 4ro Hactosuui [IpoTokon He HAHOCHT yuep6a LenAM H NPHHLANAM,
cogepxamuMcs B Ycrase Opranusauuu O6veaunennsix Hannii, Bkaioyas crarbio 51, u
COOTBECTCTBYIOIHM HOpMaM I'yMaHHTAPHOTO Npasa,

npunumas 6o uumanue, 4To o6craHoBKa MHpa H 6€30N1aCHOCTH, OCHOBaHHAaA Ha
TIOJIHOM YBaXKeHHH HeNnell U NPHHIMIOB, H3NOXKEHHBIX B YcTaBe, H Ha COOMOAEHHH
NPHMEHHMBIX JJOrOBOPOB B 0074CTH NPaB YeJIOBEKA, ABJIACTCS HENPEMEHHLIM YCIOBHEM AN

NonHoHi 3aIlKTH AeTel, B YaCTHOCTH BO BpeMs BOOPYXKEHHBIX KOHQIHKTOB H HHOCTPaHHOM
OKKYMNal#uH,

npusnasas ocobrie MOTpebHOCTH AeTel, KOTOPhIe ABAAIOTCA OCODEHHO YA3BUMBIMH
NO OTHOWEHHIO K HX BepGOBKE H HCNONB30OBARMIO B BOCHHBIX AeHCTBHAX BONPEKH
HacrosuieMy IIpoTokony B CBA3H ¢ HX 5KOHOMHYECKHM HJIH COLMANbHBIM MONOKEHHEM HITH
NOJIOM,

namamya o HEeOOXOAHMOCTH YYHTBIBATh 3IKOHOMHYCCKHE, CONHAJIbHBIC H
TMMOJTHTHYECKHE NMPHYHHBI Y4acTHs jeTeit B BOOPYXEHHBIX KOHQ)JIHKTaX,

6ydyuu ybexcoenb: B HeOGXONMMOCTH YKPENAEHHA MEXAYHAPOXHOTO COTPYAHHYECTBA
B OCYIN€CTBJIEHHUH HACTOALECTO HPOTOKOII&, a Takxe B gpejne ¢H3H‘18CKOH H
NCHXOCOLHANbHOM pcabunuTaLNy H COLMaNbHO! PEHHTErpalHy AeTel, ABNAIOIMXCS
XKEPTBAMH BOOPYKECHHBIX KOHGDIUKTOB,

noowpas yyactue o6uecTsa, ¥ B YACTHOCTH AeTel H AeTed, ABNAIOIMUXCA JKEPTBAMH,
B pacnpocTpaHeHAH HHGopMaLuH H 0Opa3oBaTeNbHEIX IPOrpaMMax, KacaloHXCA
ocymecrnenus Iporokona,

002080puUNUCH O HUXKECTEAYIOUEM:
Cratbz 1

Tocynapersa-y4acTHHKM IPAHHMAIOT BCE BO3MOXHEIE MEPHI Uld obecneueHus Toro,
4YTOOBI BOCHHOCITYXAllHe HX BOOPYKEHHEIX CHJI, He JOCTHTIIHE ]8-IeTHEro Bo3pacra, He
NIPHHMMAINH NIPAMOTO YYaCTHA B BOEHHBIX AeUCTBUAX.
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Crares 2

TocynapcrBa-yuaCTHHKH 06ecneunBaloT, YTo6H! IHLa, He KocTUrine 18-neTuero
BO3pacTa, HE NOAJICKATH oGnsarensuouy NPH3BIBY B HX BOOPYXKEHHBIE CHIIBI.

Crarpa 3

1. TocynapcTBa-y4aCTHHKH MOBBIIIAIOT MEHHMANbHEIH BO3pacT A06pOBONBHOFO
TMPpH3BIBA JINI B UX HAIlHOHANTHHEIC BOOPYXKCHHBIE CHIIBI O CPABHECHUIO C BO3PACTOM,
yKa3aHHBIM B nyHkTe 3 ctateu 38 Konsenuuu o npaBax pefeHKa , YYHTHIBAS MPHHIHUILL,
COEpXKamKeCcH B 3TOH CTaThe, H MPHU3HABad, YTO B COOTBETCTBUY ¢ KoHBeHIHEH KA, He
HOCTHIIIHE 18 JIeT, HMEIOT [IpaBo Ha oc06y10 3alHTY.

2. Kaxzaoe rocyaapcTBo-y4yacTHHK NPH paTH(HKaluuy HacToswmero [Iporokona unu
NIPHCOEHHEHHH K HEMY CRAeT Ha XpaHeHHe uMerouiee 06s3aTeNbHbIH XapaKTep 3asBieHHE,
B KOTOPOM YKa3biBaeTCsl MHHHMalIbHBI BO3pacT, IPH KOTOPOM OHO AOMYyCKaeT
J106pOBONBHEIH NPU3LIE B €r0 HAMOHANBHBIE BOOPYXKEHHbIE CHIIBL, H H3N1araloTCa rapaHTuH,
NpPHHATbIE TOCYAAPCTBOM AJIA oGecnedeHus Toro, YToGhl Tako# NPU3BIB HE HOCHT
HaCHJIBCTBEHHOTO MJIM MPHHYINUTENBHOTO XapaKTepa.

3. TocynapcTBa-y4yacTHHKH, AOTyCKatolHe JOGPOBOALHEIA MPU3LIB B HX HALMOHAJILHEIE
BOOpY>XEHHbIE CHJIbI IUL, He ROCTUTIINX | 8-neTHero Bo3pacTa, NpeROCTABNAIOT FapaHTHH,
KaKk MHHAMYM o0ecneunBaroune, YTo0bl:

a) TaKoM NPHU3EIB HOCKI B JelCTBUTENBHOCTH N0GPORONBHEIN XapaKTep;

b) Tako# NPH3BIB NPOH3BOANIICA C OCO3HAHHOTO corfpacus po,zmreneﬁ HIIH
3aKOHHBIX ONEKYHOB JJAHHOTO JIH1IA,

c) TaKHe uua 6y B ONHOR Mepe HHPOPMHPOBaHH 06 06A3aHHOCTAX,
CBA3AHHBIX ¢ HECEHHEM TaKOM BOCHHOM ClyxObI;

d) TAKHE€ THLA NPEACTABIAINR AOCTOBEPHBIC CBHACTCIIBCTBA CBOCIo BO3pacTa Ao
UX NPHHATHA HA HAIlMOHAJIBHYIO BOCHHY IO CH)’)K6)’.

4. Kaxnoe rocynapcTBo-y4acTHHK B NI000# MOMEHT MOXET YCHIHTE MOJIOXKEHHS CBOETro-
3a4BNEHUA NyTEM HalpaBJieHUs COOTBETCTBYIOLIEro YBeROMIeHUA B anpec ['enepanbHoro
cekperaps Opranusaunu O6benunensnix Hanui, koropeiii madopMupyeT Bece rocynapersa-
y4acTHHKH. Takoe yBeIOMIEH)E BCTYNaeT B CHITY ¢ AAThI €ro MONy4YeHHs [eHepanbHBIM
CeKpeTapeM.

5. TpebGoBaHHne 0 MOBBHIIEHHH BO3pacTa, coepxalieecs B NyHkTe | HacTosme# cTarby,
He pacnpocTpaHseTcs Ha yueOHble 3aBeicHH A, HaXOAAINECH B BEACHHH WK IO KOHTPOJIEM
BOOPYXEHHBIX CHJI FOCYAapCTB-YYaCTHHKOB, B COOTBETCTBHH €O cTarbsamu 28 u 29
KonBeHnmu o npasax pebeHka.
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Cratbn 4

1. BoopyixeHnbie rpynnel, OTIHYHEIE OT BOOPYXKEHHBIX CHJI FOCYAAPCTBA, HH NIPH KaKHX
obcToATENbCTBAX He NOJKHB Bep60oBaTh MIIH MCIIONB30BaTh B BOCHHBIX AeHCTBHAX JIKL, HE
ROCTHrIHX 18-s1eTHETO BO3pacTa.

2. TocymapcTBa-y4acTHHKH NPHHUMAIOT BCE BO3MOXHBIE MEPEI B Lie/IAX
NpeRynpexaeHHA Takol Bep6OBKH ¥ HCNONB30BAHHSA, BKIIOYAsA IPHHATHE [IPABOBHIX Mep,
HeoOXOMMMBIX JUIA 3aNlpelleHNs U KPHMHHKANH3aLHU TaKo# NPaKTHKH.

3. TlpuMeneHune HacTosLIEH CTaThH COrlIacHO RaHHOMY I1poTokoNy He 3aTparuBaet
IOPHANYECKOTO CTATYCa HH ONHOH U3 CTOPOH BOOPYXEHHOTO KOH(IMKTA.

Cratpa §

Huurto B HacToAmeM IIpoTokone He MOXeT GbITh HCTOJNIKOBAHO KaK HCKIIIOYAIOIIEE
NOJIOKEHHM S, COAepXKAaIHecs B 3aKOHOAATeNLCTBE FOCYAapCTBa-y4acTHHKA HIIH B
MEXAYHapOAHBIX JOTOBOPax H MEXKAYHapPOAHOM I'yMaHHTAPHOM Npabe, KOTOphie B GoabuuekH
CTENeHH Cnoco6GCTBYIOT OCYINECTBIIEHHUIO MpaB pedeHKa.

CraTpa 6

1. Kaxzoe rocyaapcTBo-y4acTHHK B paMKaX CBOeii IOPHCAMKIMH IPUHHMAET BCe
Heo6XoMMble NPaBOBbIE, AIMUHAUCTPATHBHEIE B HHBIE MEpHI 1A obecreyeHns
3¢ ¢EeKTHBHOrO OCYLIECTBIEHNA H TPHMEHEHH NoIoXeHKH HacToswero [Iporokona.

2. TocynapcrBa-yuacTHuKH 006s3y10TCa 06ecnednTh WHPOKOE pacCNPOCTPaHEHUE H
nponaraifly COOTBETCTBYIOUWIMMH CPEICTBAMH IIPHHIIHMNOB H MOJOXEHHH HACTOAIErO
IIpoTokona cpean B3pocnbiX H AeTei.

3. TocynapcTBa-yuacTHHKH NIPHHHMAIOT BCE BO3MOXHEIE Mephl Al obecneueHns Toro,
4TOOBI IHLa, HAXOAAIHECA NOR HX IOpHCAHKLUMEH, KOTOpBIe OblIM 3aBep6oBaHE! HIIH
HCIIONB30BANHCh B BOCHHBIX AcHCTBHAX BONpeKH HacTodwmeMy IIporokony, GeinH
ReMOGHIN30BaHbl HIIH HHBIM 00pa3oM 0cBOOOXAEHBI OT BOCHHOM ciyXOBI.

Tlpu Heo6x0AMMOCTH rocyRapcTBa-y4acTHHKH OKa3biBalOT 3THM JIHIIaM BCIO HaJUleXKaliy1o
TOMOIIL B 11€/IAX BOCCTAHOBNEHNA HX PHU3HUECKOrO ¥ NCHXONOrHYECKOro COCTORHNS, a
TaK)e HX COLHANIbHON pEHHTErPALHH.

Cratba 7

1. TocynapcTBa-y4acTHHKH COTPYAHHYAIOT B Jie)ie OCYLIeCTBAEHUA HACTOSILErO
Iporokona, B TOM YKCIIe B JeNe NpeaynpexaeHus 6ol esTenbHOCTH, NpoTHBOpedamel
IpoTokony, H B Aene peaGUNUTALHY H COXHANBHON PEHHTETPANHH UL, CTABLIHX XEPTBaMH
IelicTBu#l, TPOTHBOPEYAKUX HacTosmeMy [IpoTokonmy, B TOM YHCNE OCPEACTBOM
TEXHHYECKOTO COTPYAHHYECTBa H GHHAHCOBOM noMouy. TakHe MOMOIb H COTPYAHHYECTBO
6yAyT OCYIECTBAATLCA B KOHCYNBTalMH C 3aHHTEPECOBAHHBIMH rOCYJapCTBaMH- '
YYaCTHHKAMH H COOTBETCTBYIOIUMMH MEXAYHaPOAHBIMI OPraHH3alUsAMM.
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2, TocynapcTsa-y4acTHHKH, KOTOPhIE B COCTOAHHH CACNATH ITO, 0KA3bIBAIOT TaKylo
MOMOIIL B PaMKaX CyUIECTBYIOUNX MHOrOCTOPOHHUX, ABYCTOPOHHUX HIH KHBIX NPOrpaMm,
HJH, B YaCTHOCTH, Yepe3 NOCPeACTBO oHAa 106POBOABHEIX BIHOCOB, YUPEXAIEMOr0 B
COOTBETCTBHH C npasunamu I'enepanbHoit Accambnen.

Cratpn 8

1. Kaxnoe rocynapcTBo-y4acTHHK B TeYEHHE ABYX JIET NIOCHE BCTYNIEHHA B CHITY
naunoro IIpoTokona And 3TOro rocyAapcTBa-yHacTHHKa NpeacTaBaseT aoknan Komurery nmo
npaBaM peGenka, cofepxaiuit Bceofnemnomyo HHhopMaUUIO 0 Mepax, IPHHATHX UM B
LeNSX OCYIECTBNEHUS nonoxeHu# IpoTokona, BKIoYas MEpbl, NPHHATHE ¢ UEABIO
OCYINECCTBJICHUA ﬂOHO)KeHHn, KacCarwiHXcAa yJaCcTHA H IPH3LIBA.

2. Tocne npencrasjieHns BCeoOLEMNIOLIEro JOKNAAA KaXa0€ roCyAapcTBO-Y4aCTHHK
BKJIIOYaeT B NOKJ1afbl, npeAcTaBnsemsie UM KoMuTeTy no mpaBaM pe6eHka B COOTBETCTBHH
co cratbeit 44 KoupeHuuu, noby1o A0MONHUTENbHYIO HHGOPMALMIO, KAacAIOMYIOCK
ocymectsienns Iporokona. Apyrue rocynapcrsa-yuacTiukn IIpotoxona npeacrasnsior
HOKJIaz KaX/ble NATH JIeT.

3. KoMmuteT no npasam peGenka MOXET 3aNPOCHTh Y TOCYAAPCTB-YHaCTHHKOB
JONOJMHHTENbHYIO unq)opuaumo, Kacauylocsa OCylCCTBICHHA HACTOALIEro I'lpmoxona.

Crarna 9

1. Hacrosamu#i IIpoTokoa oTKpHIT A/ NOAMHCAHHA NIOGBIM rOCyAapCcTBOM, KOTOPOE
aBjsAeTcA yuacTHUKOM KOHBEHUHM HIIH KOTOPOE NOAMKUCANO ee.

2. Hacroawnuit Ipotoxon noanexHT paTHPpHKanaH H OTKPHIT A4 NPHCOCAHHEHHA K
HeMy mo6oro rocygapcTsa. PaTHduKaUHMOHHLIE TPaMOTBI HITH AOKYMEHTHI O MPHCOEAHHEHHH
cnaloTcs Ha XxpaHenne ['enepansHoMy cexperapio Opranuszauun O6neaunenusx Haumii.

3. TenepanbHelli cexpeTaps, AeliCTBYA B KauecTBE Aeno3utapus KOHBEHIMH H
TpoTokona, ysefoMaseT BCe rocyaaperaa-yyactiuxky Kousenuuu u sce rocynapersa,

KOTOPEIC NOANKUCANH KOHBEHHH]O, 0 Claye HAa XpaHCHHE KaXJA0ro 3agBlCHHA B COOTBCTCTBHH
co crarbeii 13.

Crarpa 10

1. Hactosmnii IIpoTokon BcTynaer B cuny uepes TpH Mecsla NOCie CAAYH HA XpaHeHHue
AecaTol paTHGHKAIHOHHON rpaMOTh HAH JIOKYMEHTa O IPHCOEAUHEHUH.

2. Jins kaxaoro rocynapcTsa, KoTopoe patnduuupyet Hacrosuit Iiporokon nnu
NPHCOSAMHHTCS K HEMY [IOCNE €ro BCTYIUICHHA B CHAYy, Hactoamuii [Ipotokon BcTynaeT B
CHJTY Yepe3 OOMH MECAL HOC/e CAAYH Ha XpaHEHHe ero paTHPUKALMOHHON rpaMOThl HIH
JNOKYMEHTA O IIPUCOEANHEHHH.
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Crartea 11

1. Jlio60e rocynapcTBO-y4acTHHK MOXeT IeHOHCHpoBaTh HacTosmul ITpoTokxon B
n06oe BpeMs NyTeM NHCbMEHHOro yBenoMneHus [enepanbHoro cekperaps Opranu3anuu
O6nenunennnix Hauult, koTopetit 3aTem unpopMupyet 06 3TOM ApyrHe rocyaapctsa —
yuactHukH KonBeHLMH K Bce rocynapcTsa, noanucasmue Konsernusio. Jenoncauns
BCTYNACT B CHJLY 110 HCTEUCHHH ONHOTO rofa Mocie AaThl NONYYCHHS yBEAOMICHHA
Tenepantheim cexperapeM. OfHAKO, €C/TH HA JICHE HCTEYEHHA 3TOTO roaa B
ZICHOHCHPYIOILEM TOCYapCTBE-YYaCTHHKE HMEET MECTO BOOPYXEHHBIH KOHQIIHKT,
ACHOHCAUHA HC BCTYNACT B CHIIY N0 OKOHYRHHA 3TOr0O BOOPYIKECHHOIO KOH(])JIHKT&.

2. Takas nenoncanus He ocBo6oXaaeT roCyAapCcTBO-YYACTHHK OT ero 0053aTe/IbCTB,
NpeAyCMOTPEHHBIX B HACTOALIEM Hporoxone, B OTHOLIEBHH moboro ﬂeﬁCTBHﬂ, KOTOpOE
MPOU3OLINO /IO AATH! BCTYNIEHHS NEHOHCAUMH B CHy. PaBHEIM 06pa3oM Takas IeHOHCAIHS
HM B Koeli Mepe He NpenATCTBYET JaNbHeeMy pacCMOTPEHHIO N1060ro BOnpoca, KOTopelii
yxe MOCTYNHIT Ha PaccMOTpEHHE Komurera 10 narnt BCTYNNICHHUA ACHOHCAIIHH B CHITY.

Crarea 12

1. Jlio60€e rocynapcTBO-y4aCTHHK MOXET NPELTOXKHTD IIONPaBKY H NPEACTaBHTh €€
I'enepanbHOMY cexperapio Oprannsauun O6benunenusix Hanuil. [enepanbublit cekpeTapn
3areM NMpPENnpoBOXAaeT NPeAI0OKEHHYIO IONPABKY roCcy1apcTBaM-y4acTHHKaM ¢ nmpock6of
YKa3arbh, BbICKa3bIBAlOTCH JIH OHH 32 CO3BIB KOH¢CPCHL{HH rocyaapcTB-y4aCTHHKOB € LEJIBIO
PaccMOTPEHHA 3THX MpPeIOXEHUH H NPOBEACHHA 1O HUM royiocoanus. Ecnn B Teuenne
YeThipex MecAlleB, HauHHasA ¢ AaThl TaKoro coobuieHns, no KpaiHe# Mepe onHa TperTs
roCyZapcTB-Y4acTHHKOB BBICKaXeTCA 3a TaKylo KoHpepeHUuIo, ['eHepanbHBbil cexpeTaps
CO3BIBAET 3Ty KOH(eperuuio nox arupoii Oprannsauun O6veanHenHbx Hauuil. Jlio6as
NONpaBKa, NPUHATAaA GONBUIMHCTBOM rOCYAAapPCTB-YHAaCTHHKOB, IPHCY TCTRYIOIIKX H
Y4acTBYIOLIHX B rol1OCOBaHHH Ha 3To# KOHepeHuMn, npencrasnserca ['enepansHoi
AccaMbnee Ha yTBepXAeHHeE.

2. IonpaBka, NpuHSATas B COOTBETCTBHHU C MYHKTOM 1 HacTOfIeH CTaThH, BCTYNAeT B
cHNy no yTBepxaeHUM ee ['enepanbHoii Accambneett Opranusauuu O6neannennsix Hauu#t
M NPHHATHH e¢ GONBUHHCTBOM B ABE TPETH rocyJapCTB-y4acTHHKOB.

3. Korza nonpaska BCTynaeT B CHIIY, OHA CTAHOBHTCS 06A3aTeNIbHON AN TEX
roCyAapCTB-y4acTHUKOB, KOTOPLIE €€ NPUHAH, & JUIA APYTHX FOCYAAPCTB-YHaCTHHKOB
OCTaKTCA 0043aTe/IbHBIMH MOJOXKEHHA HacTodAICro l'[pOToxo.na H nobbie NpeamecTBYIOUHE
NONPAaBKH, KOTOPbIE HMH NIPHHATEL

Crarpn 13

1. Hacrosaumii [IpoTokon, anrnuiickuii, apabekuit, ucnanckui, xuraticknl, pycckui u
$paHIy3CKHii TEKCTHI KOTOPOTO AB/AIOTCA PABHO ay TCHTHYHBIMH, XPAHHTCA B apXMBax
Opranunsauun O6benuHeHHEIX Haunit.

2. I'enepanbusiit cexperaps Opranusaunn O6beauHeHHBIX Hanuil nanpasnser
3aBepeHHBIE KOonuM HacTofiero ITporokona BceM rocyaapcTBaM — yyacTHUKaM KoHBeHIUH
U BCEM rocyjapcTsaM, noanucasmuM Konsenumuio.
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NINO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE
NINOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS -

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Alentados por el apoyo abrumador que ha merecido la Convencidn sobre los Derechos del
Niflo, lo que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promocién y la proteccion
de los derechos del nifio,

Reafirmando que los derechos del nifio requieren una proteccién especial y que, para ello, es
necesario seguir mejorando la situacion de los nifios sin distincién y procurar que éstos se desarrollen
y sean educados en condiciones de paz y seguridad,

Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los nifios los conflictos
armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos,

Condenando ¢l hecho de que en las situaciones de conflicto armado los nifios se conviertan
en un blanco, asi como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional,
incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y
hospitales,

Tomando nota de la adopcion del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular la
inclusion entre los crimenes de guerra en conflictos armados, tanto intemnacionales como no
internacionales, del reclutamiento o alistamiento de nifios menores de 15 afios o su utilizacién para
participar activamente en las hostilidades,

Considerando que para seguir promoviendo la realizacion de los derechos reconocidos en la
Convencion sobre los Derechos del Niilo es necesario aumentar la proteccion de los nifios con miras
a evitar que participen en conflictos armados,

Observando que el articulo 1 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio precisa que, para
los efectos de esa Convencidn, se entiende por nifio todo ser humano menor de 18 afios de edad,
salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad,

Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convencién por el que se eleve la edad
minima para el reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participacion directa en las
hostilidades contribuird eficazmente a la aplicacion del principio de que el interés superior del nifio
debe ser una consideracién primordial en todas las decisiones que le conciernan,

-1-
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Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXV! Conferencia Internacional de fa Cruz
Roja y de la Media Luna Roja recomendd a las partes en conflicto que tomaran todas las medidas
viables para que los nifios menores de 18 aiios no participaran en hostilidades,

Tomando nota con satisfaccion de la aprobacién unanime, en junio de 1999, del Convenio de
la Organizacién Internacional del Trabajo No. 182 sobre la prohibicién de las peores formas de
trabajo infantil y la accion inmediata para su eliminacion, en el que se prohibe, entre otros, el
reclutamiento forzoso u obligatorio de nifios para utilizarlos en conflictos armados,

Condenando con suma preocupacion el reclutamiento, adiestramiento y utilizacién dentro y
fuera de las fronteras nacionales de nifios en hostilidades por parte de grupos armados distintos de
las fuerzas de un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan
nifios de este modo,

Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligacion de observar las
disposiciones del derecho internacional humanitario,

Subrayando que el presente Protocolo se entendera sin perjuicio de los objetivos y principios
que contiene la Carta de las Naciones Unidas, incluido su Articulo 51 y las normas pertinentes del
derecho humanitario,

Teniendo presente que, para lograr la plena proteccién de los nifios, en particular durante los
conflictos armados y la ocupacion extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y
seguridad basadas en el pleno respeto de los propésitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,

Reconociendo las necesidades especiales de los nifios que estin especialmente expuestos al
reclutamiento o utilizacién en hostilidades, contra lo dispuesto en el presente Protocolo, en razén de
su situacién econémica o social o de su sexo,

Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas econémicas, sociales y politicas que
motivan la participacién de nifios en conflictos armados,

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperaciéon intemacional en la aplicacién del
presente Protocolo, asi como de la rehabilitacion fisica y psicosocial y la reintegracién socia! de los
nifios que son victimas de conflictos armados,

Alentando la participacién de las comunidades y, en particular, de los niiios y de las victimas
infantiles en la difusion de programas de informacién y de educacién sobre la aplicacién del
Protocolo,
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Han convenido en lo siguiente:

Articulo 1

Los Estados Partes adoptaran todas ias medidas posibies para que ningin miembro de sus
fuerzas armadas menor de 18 afios participe directamente en hostilidades.

Articulo 2

Los Estados Partes velaran por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a
ningln menor de 18 afios.

Articulo 3

1. Los Estados Partes elevarén la edad minima para el reclutamiento voluntario de personas
en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el parrafo 3 del articulo 38 de la
Convencion sobre los Derechos del Niiio, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho
articulo, y reconociendo que en virtud de esa Convencion los menores de 18 afios tienen derecho a
una proteccién especial.

2. Cada Estado Parte depositard, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una
declaracion vinculante en la que se establezca la edad minima en que permitira el reclutamiento
voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripcion de las salvaguardias que
haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coaccién.

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas
nacionales de menores de 18 afios establecerin medidas de salvaguardia que garanticen, como
minimo, que:

a) Ese reclutamiento es auténticamente voluntario;

b)  Ese reclutamiento se realiza con el consentimiento informado de los padres o de las
personas que tengan su custodia legal;

c) Esos menores estan plenamente informados de los deberes que supone ese servicio
militar;

d) Presentan pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar
nacional.
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4. Cada Estado Parte podrd ampliar su declaracién en cualquier momento mediante
notificacién a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual informara a
todos los Estados Partes. La notificacién surtird efecto desde la fecha en que sea recibida por el
Secretario General.

5. La obligacion de elevar la edad segin se establece en el pérrafo 1 del presente articulo
no es aplicable a las escuelas gestionadas o situadas bajo el control de las fuerzas armadas de los
Estados Partes, de conformidad con los articulos 28 y 29 de la Convencion sobre los Derechos del
Niflo.

Articulo 4

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna
circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 aiios.

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento
y utilizacién, con inclusion de la adopcion de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar
esas précticas.

3. La aplicacion del presente articulo no afectara la situacion juridica de ninguna de las
partes en un conflicto armado.

Articulo 5

Ninguna disposicion del presente Protocolo se interpretard de manera que impida la aplicacién
de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte o de instrumentos interacionales o del derecho
humanitario internacional cuando esos preceptos sean més propicios a la realizacién de los derechos

del nifio.
Articulo 6
1. Cada Estado Parte adoptara todas las medidas legales, administrativas y de otra indole

necesarias para garantizar la aplicacion efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las
disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdiccion.

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados,
entre adultos y nifios por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo.

3. Los Estados Partes adoptarén todas las medidas posibles para que las personas que estén
bajo su jurisdiccion y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradiccién con el

-4.
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presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los
Estados Partes prestaran a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperacion fisica y
psicoldgica y su reintegracion social.

Articulo 7

1. Los Estados Partes cooperaran en la aplicacion del presente Protocolo, en particular en
la prevencién de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitacién y reintegracién social de
las personas que sean victimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante
la cooperacidn técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperacién se llevarin a cabo
en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales pertinentes.

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarin esa asistencia mediante
los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras cosas, mediante un
fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la Asamblea General.

Articulo 8

1. A més tardar dos aflos después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un
Estado Parte, éste presentara al Comité de los Derechos del Nifio un informe que contenga una
exposicion general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del
Protocolo, incluidas las medidas adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la
participacién y el reclutamiento.

2. Después de la presentacion del informe general, cada Estado Parte incluird en los
informes que presente al Comité de los Derechos del Nifio de conformidad con el articulo 44 de la
Convenci6n la informacion adicional de que disponga sobre la aplicacién del Protocolo. Otros Estados
Partes en el Protocolo presentaran un informe cada cinco afios.

3. El Comité de los Derechos del Nifio podra pedir a los Estados Partes mas informacién
sobre la aplicacion del presente Protocolo.

Articulo 9

1. El presente Protocolo estard abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la
Convencién o la haya firmado.

2. El presente Protocolo esta sujeto a la ratificacion y abierto a la adhesion de todos los

Estados. Los instrumentos de ratificacién o de adhesion se depositaran en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

-5
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3. El Secretario General, en calidad de depositario de la Convencién y del Protocolo,
informara a todos los Estados Partes en la Convencion y a todos los Estados que hayan firmado la
Convencién del depésito de cada uno de los instrumentos de declaracién en virtud del articulo 13.

Articulo 10

1. El presente Protocolo entrara en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido
depositado €l décimo instrumento de ratificacion o de adhesién.

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido
a ¢l después de su entrada en vigor, el Protocolo entrara en vigor un mes después de la fecha en que
se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificacion o de adhesion.

Articulo 11

1. Todo Estado Parte podra denunciar el presente Protocolo en cualquier momento
notificandolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informara de ello a los
demas Estados Partes en la Convencion y a todos los Estados que hayan firmado la Convencién. La
denuncia surtird efecto un afio después de la fecha en que la notificacion haya sido recibida por el

Secretario General de las Naciones Unidas. No obstante, si a la expiracién de ese plazo el Estado
Parte denunciante interviene en un conflicto armado, la denuncia no surtird efecto hasta la
terminacién del conflicto armado.

2. Esa denuncia no eximir4 al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud
del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha en que aquélla
surta efecto. La denuncia tampoco obstara en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de
cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Articulo 12

1. Todo Estado Parte podra proponer una enmienda y depositaria en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicara la enmienda propuesta a los
Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votacion. Si dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de esa notificacion un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en
favor de tal conferencia, el Secretario General la convocara con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayoria de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia
sera sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobacion.
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2 Toda enmienda adoptada de conformidad con el pérrafo 1 del presente articulo entrard
en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoria de dos tercios de los Estados Partes.

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serin obligatorias para los Estados Partes que
las hayan aceptado; los demds Estados Partes seguirdn obligados por las disposiciones de la presente
Convencién y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Articulo 13

1. El presente Protocolo, cuyos textos en drabe, chino, espafiol, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, serd depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitird copias certificadas del presente

Protocolo a todos los Estados Partes en la Convencién y a todos los Estados que hayan firmado la
Convencién.

-7-
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I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of
the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the
Child on the involvement of
children in armed conflict,
adopted by the General Assembly
of the United Nations on
25 May 2000, the original
of which is deposited with the
Secretary-General of the
United Nations.

For the Secretary-General
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs

56

Je certifie que le texte qui
précede est une copie conforme du
Protocole facultatif & la Convention
relative aux droits de 1l’enfant,
concernant 1’implication d’enfants
dans les conflits armés, adopté
par 1'Assemblée générale des
Nations Unies le 25 mai 2000, et
dont 1'original se trouve déposé
aupreés du Secrétaire général des

Nations Unies.

Pour le Secrétaire général
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques

Al

United Nations, New York
1 June 2000

alph;kﬁﬁizzfﬂg

Organisation des Nations Unies
New York, le 1% juin 2000

www.djpp.depkumham.go.id



LEMBARAN NEGARA RI

No. 5329

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 148)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON
THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN
IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu hak
dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara
utuh dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan
intelektualnya termasuk dalam keadaan konflik bersenjata.

Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah
masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
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Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan
dampak yang serius serta konsekuensi dalam jangka panjang bagi
anak. Peperangan dan konflik bersenjata saat ini telah melibatkan
berbagai pihak, termasuk anak-anak. Anak-anak sering dijadikan
sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi
perang. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dengan
mempertimbangkan berbagai akibat yang sangat merugikan anak,
masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan-
tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak sebagaimana
tercantum dalam Optional Protocol to the Convention on the Rights of
the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol
Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam
Konflik Bersenjata).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut
serta secara aktif untuk mencegah perekrutan, pelatihan militer, serta
mempersenjatai anak dalam konflik bersenjata. Setiap anak tanpa
diskriminasi apapun wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam
suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak,
menghargai pandangan anak, dan mendukung kelangsungan hidup
anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement
of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak
Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) pada
tanggal 24 September 2001 yang merupakan salah satu bagian yang
tidak terpisahkan dari Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November
1989.

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya
perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata,
Indonesia perlu mengesahkan Optional Protocol to the Convention on
the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
(Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan
Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang.
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POKOK-POKOK ISI PROTOKOL OPSIONAL

1.

Tujuan

Protokol Opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari
keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Ruang Lingkup Protokol Opsional

Protokol ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekrutan,
pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik
di dalam negeri maupun antarnegara.

Kewajiban Negara-Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak
pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk
memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang
belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung
dalam peperangan;

b. menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dalam
angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan
prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional
ini;

c. memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak
direkrut dalam wajib militer;

d. mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan
mengkriminalisasi kelompok bersenjata yang bukan bagian
dari angkatan bersenjata nasional dalam keadaan apapun
untuk merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18
tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;

e. mengambil langkah-langkah administratif dan tindakan
lainnya yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan
dan penegakan ketentuan yang diatur dalam Protokol
Opsional ini;

f. mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk
menjamin bahwa orang di dalam yurisdiksi mereka direkrut
atau digunakan dalam peperangan yang bertentangan
dengan Protokol Opsional ini untuk didemobilisasi atau
dibebastugaskan;

g. menjalin kerja sama antar Negara-Negara Pihak, termasuk
kerja sama teknik dan bantuan finansial, dalam
melaksanakan Protokol Opsional ini, termasuk dalam
pencegahan terhadap semua kegiatan yang bertentangan
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dengan Protokol Opsional, serta di bidang rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi korban;

h. menyerahkan dalam dua tahun setelah berlakunya Protokol
Opsional, informasi yang komprehensif dan tindakan-
tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan Protokol
Opsional.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan
Protokol Opsional dalam bahasa Indonesia dengan salinan
naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku
adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 2

Cukup jelas.
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LANIDPIEAN
UNTIWANG-TINTIANCG KL PLTILT INTIONTISTA
NOMOE 9 TAHUN 2014
TENTANG
FENGESATTAN QPTREINAL PROTYCOE TO THIE CONVIENTION ON THIC REZHTR OF
THRE CHEDON THE INVOLVEMENT OF CHILDRIEN IN ARMED CONFLICT
(FROTOROL OPSIONAL KONVENSL HAR-HAL ANAK MENGERNAL
HETERLIBATAN ANAK DALAM KONEFLIL BERSENJIATA)
PEENYATAAN TERHALAL PASAL 3 AYAT 2 GUTRONAL PROGTGODE, 10 1R
CONVENTION OGN THE RIEGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLUVEMICNT OF
CHULOREN [N ARMEL CONPLICT [PROTOIKOL OISSLONAL KOMVENSD HAK-HAK
ANAK MENGENAL KETERLIBATAN ANAK DALAM K ONFLIK BEESENJATA]

ey alacay

Femeorintah Hepnblik Tndonesia, mermijnk pada Fasal 3 avat (2) Opeional Fratoeol $o
the Converntion an the Kights of the Chdd on the nealverment of Children o Armed
Cnegflict (Frotokol Opsiomal Konvenst Tlak-liak Anak o ancogenat Wetodihatan Anal
tladsin Konllik Bersenj:ia), wenyalakaa baliwa
Usia minnoum untak rekrounen sukarels ipeigadi prajuril Tentanrs Nasioneal
Tndoneeia adalah 18 tahun, Lehih lanmt, Pasal 25 avat (1] d Undang-Undang
Nownor 34 Taliun 20004 lenlang Tentars Nazsioual Indoucsia mengatur balows
“pada saat dilantik menjadi Prajurit herumur paling rendah 18 (delapan belas)
tahnn®.

Fekrutmnen  uutuk  mengadi ausgota lTendara  Nasional Indonesia adalals
snngguih-sungguh bersitdat sukarela. Helkmtmen dilakukan secara terbaka dan
pemberialmannys kepada palilik dilakoken dengao meosanBaailoa Teerbeagi
saralia lekuologl niformasi dan komunikasi, Egkrutnen mnensyoratkan aiilans
lain adanya bukti alkta kelahiran dan porsctijuan orang fa atau wali vang sah,
Lomasnk hapg mereka vang telah bovosia 18 dabon.

FETEINLN RILFTITLIE TN INTLSRTA,
e,

DE. H, SUSILG BAMBANG YLULHOYONO
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LAMIPIEAN
UNTIWANG-TINTIANC KL PLTILIT TINTIOMNTISTA
NOMOE B TAHUIN G014
TERLUANG
PENGESAHAN CFIIONAL PROOICY, 10 THE CONVENITON ON 111E RGNS OF
FHIE CLRE OGN T TNV VEMENE O CFHLTHIEN TN ARMED CONMLITE
(FROTOROL OPRIONAT KONVIONGSD TTAK-TTAR ANATS MENGTUNAT
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONILIK BEESENJATA)
DECLAEATION PURSUANT IO THE ARTICLE 3 PARAGEAI'H 2 Ol THE O TIONAL
PIRCFPCICCH PEY T COBY ENULEIN €N U [RLIER PSS O P G ILLA Y €3 U
TNVOTVIEWENT OF CTITLDRTEN TN ATRMETY CONFELICT

[Jeclaration:

The Govermmuenl of the Bepublc of ludonesio declwes i pursuwaail o Ardels 2

Varagraph 2 of the Optional Protocaol to the Conwention on the Hights of the Child

an the Tnvaglvement of Children in Armed Contlict thar
Tlhe miniinuin age e voluuary recruitioent iuo the lndouesion Batiowal Arined
Lorres is 18 vears old. luarther, Article 28 Paragraph (1) d of the Law Number
34 Yoar 3004 on the Indonesian National Armed Forces regnlates that “at the
lane of uguralion as o Soldier, hefshe shall be 18 jesighiesn) vears old ot the
minimum?®,

— The recruitment of e member of (e lndonesiaon Nauonal Armued loroces is
genuiinely voluntary, Tt is condneted openly and the pnblic annonnooment is
cartivdd oo by uiledng various means ol commumicaiaom and  minanatiaom
lechnelogy, The recruilpennl regquires, moong olhiers, bivth ceriifoeale sand prool
of conaent of paronts or legal gnardians, including for those who have agod
18 s,

FRESTDENT OF TTTE REPURLIC OF TNDONTSTA,
signerl

THR TL SIS DBAMTIANG YT IOV ONG
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PROTOKOD OPSTONAT KONVENST TTAK-TTAK ANAK
MENMGENAL
KETERLIBATAN ANARK DALAM KONVLIK BERSEMNJATA

Muegrara-Scpara Pihak pada Prodokel i,

Lhddsremg oleh dulunman peruh erhadap Konvenst tentany Hak-Hak Aunak. wane menonjoklain
komumen luas vane ada unlvk berupavi dengan segala dava bagl pamajuan Jan perlindungin
hak-lak anak.

Menegaskan fembali baliwa hal-hak anak memerlukan perlindunzan Fhuasos dan menzhimban
ik ders. memperbaiki sitiast wnak Gnpas pemboedaan, serta anluk perkembingean dan
pendidikan mereka dalim kondisi daman dan :onan,

Waenwetie atas dapak vang moruzak dan mcluas dan konflik bersemjata pada anak-anal dan
konschucnst  gangka  panjang i hal tersebul bagn  perdamatan abadi, kcamanan  dan
pembangunan,

Menguml dijacikcarmia analk schagal taract dalam bhorbagai sttuasi komtlik borsenjata dan
soranzan-doranzan langsung terhadap berbagal objek vang dilindungi oleh Tukwn internasional,
lermasul tempal-lanpal vang secara umm dibadinn oleh anak-anak dalam umlah yang
sienifilzan, separti sekolah dan rumah salkit,

Mencarar dindopeinyva Statuta Mahkamah Pidana Infernasiomal dan, Khusuenva, digalongkannya
tindlikon merekow aliu memisulian anak di bawil usia 13 Gl alau mengeunidon mereli wotuk
lerhibial seeara ablil dalam peperangan Bk dalam kondlik bersaygala mlemasional maupun non-
unternasional sebasai sebuah ligjahatan perang,

AMempertinthanslon. oleh karenanya, hahwa wituk lebih memiperkuat inmplementast hak-hak sang
digkwt dalam konvensi Hak-Hulo Anak, terdapal kebuluhan untuk menmgkitkan perlindungzin
anak dani Leterlibatan dalam konflik bersenjata.

Aencetar balvwa Pazal 1 dari Konwensi Tlak-ITak Anak ineneatur secara spesitik halvwa, untuk
lyuan Konvenst ml, anak ackiah schiap orang vang berusi dibievah 18 lahon kecualt diaiur clch
bk o yangs Derbako rerliiap smak, mavinitas dicapean rerletnh dulu,

Afevalini balvwa schuah protokol opsional terhadap Komweongi terschuat vang menaikkan hatas
urmur perckmtan yvang  dommzlokan bagre orang-orang untuk menjadt anggzota  angkatan
Dersergata dane pendi<ipast mercka dalmn peperangan abem sccina clebl berkoonnbuos derhakap
penerapan prinsip babawa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan wama dalam
seni lUndakan vang menyangliul analy,
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Aderenfe hahwa Romlvrensi Palang Moerah dan Dolan Sabn Merah ke dwa palub e piada
Deszber 1993 marckomendasikan, antara lain, bahwa para pihak vang berkonflik mengambil
seliap Lingkaly yang dapal ditempoh unlule memastilon bahses anik-ansk dibwwals usia 18 (shun
tidak ambil bagian dalaw peperangan,

Memvambigt pengadopstan secara bulal Konvenst Orgamsust Pecburoban Inicrnansional No, 182
tentang |.arangan dan ‘lindakan Langsung bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Tebwuk Pekearjaan
Anale pada Junn 1999 vang melarang anfara lain, rehrulmen paksa alan wajih bagl anak-anadk
nirtuk digunakan dalam konflik bersengata,

Mengrunw dengon sekeros-feras perchoulan, pelalthin dan penggunaan, bk di dalam badas
maupun lintas batas nasional. anal-anak dalam peperangan oleh kelompol-lelompok bersenjata
viy, hukan mcrapakan anghalan hersenjala nasional, dan mengakw Langmme powab dan pihak
vang marcknat, melath dan menggunakan anak-anak dalam hal ing,

AManofveat kembali kewajiban masmz-maging pihak dalam konflik berscigata ontuk mematula
L otentuan-lostentuznn Tialsum himantor ttornasional,

Menckantair bahwa Protokol wu tidak bertentangan dengan twuan dan prinsip vang terkandung
tlalirn Piagam PEB. teomasuk Pasal 51, dun norma-norme hukum humaniler mlernasional yanye
relevan,

dengimgal hihwa hondisl damal dan anun berdasarkan pada penghommalan penuh pada lyuan
dan prinsip yang terkandung dalam Magam 1M313 dan leetaatan terhadap berbagai imstrumen hak
asust manusia g herlabu sangal dibodahkan wibk perhindiogan penuh anak-anak, khisisnya
gelama konflik bersenjata dan pendudukan aleh pihak asing,

AManeakii kobutulan khusws Jari anak-anak vang sanaat tontan torhadap perckrutan  atan
pomantaatan dalam peporangan vang hortontangan dengan Protoliol ind yvang deschablan olch
slalus chonomi alaw sosial atau gender mercka,

Mervadars lebuluhan dalam mempertimbanglian klor-lGikdor shonomi. sostal dan polild yang
monjadi akar penyebab koterlibatan inak-anak dalam kontlik bersemata,

ddevalin kebwuhan untuk memperkoal kerjasama indemasional dalam penerapan Protokol o,
serta rehabilitas: fizils dan psikososial dan remntegrasi sosial anak-analy vang menjadi kowban dar

kumlTik borsenyala,

Afencorony parisipasi masvarakal dan Khosusnva, andk-anagds e anak voane menjadi kerban
dalant pensrcharluazan informasi dan progran pendidikan tarkait implomentasi Protokol i,

Telah menyetuyu hal-hil scbagan berbot:
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Pasal 1

Megira-Negira Pihads hargs mengsunbil semua langlah vang dapat ditempoh unuls menistilin
halvwa anggota angkatan bersenjata merelka vang helum berusia 18 tahun tudak dilibatlcan szcara
lungsing dalann peperangan.

Pasal 2

Begira-Negara Pihals harus memastilon baliva orang vang belum berusia 18 tahun tidak direko
dalam wajib militer,

Paxal 3

I, Nogara-Nogara Pilalk haroz muenaikloan batas usia mininunn perckmatan orang socara sukearcla
untuk menjadi angeota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaunana ditetapkan dalam
Fasal 3% avat (3) Konvenst [Tak-Ilak Anak, dengan memperhatikan prnsip-prinsip vang
terkindung dalam pasal emsebul dan mengakui babwa dibiwali Konvensi ini orang-orang
witllyr berwsia Ji hawall 18 tabon berhak unfuk mempereleh perlindungan khosus,

2. &enap Meoara Pihak harus momvamupatkan schuah deklarass vang mcnokat sowakin
moratitikass atau mengakaesi Protokol ind vang mengabir uaia o yang diginlean mivtuk
perckndan sukarchs moenpadn angreola anglatan bersenpata nasiomal dan schuah penjelasan aias
penjaminan yang leldh disdopsi vang memaslidbian bavsa perelirulan lersebu bdab seeara
lerpaksa il dipaksalam,

30 Noegwu=Nesos Pilik vune moenginkan perckoulem sukerils di basah wsia 18 Lahun uniok
mongadi anggota angkatan borsongata nasional harus menjaga penjaminan antuk momastikan
soliduk-lidabuoya balmva:

a)  Lershrutan lersebin sungguh-sungguh secars sulaarels;

by Porckmotan terschut dilakukan atas persctujuan vang diberttahukan olsh oranz tua atan
wall vang sah dan erang lerscbul;

Y Onang-oranyg escehol sepenubmya diberilzhokan lendang ugas-tugas komniliaan yag
aloan diemban,

dy Ovang-orang tersebut monyediakan buldh vang dapat dipercava nengenan wnur morclka
sebelum diterina dan dituzaskan sebacar anzgota mmliter nasional.

4. Megarnegara Pl dapal memperkual deklarasy ini seliap saal melalu pembenilabuan yang
disampaikan kepadi Sekrelans Jendral Persenilkatan Bangso-Bangsa, yme selanpuinya alun
mengintormasikan lal im lepada selurult Megara vhak. Pembertahunan tersebut altan wala
Pk n sk fangrgeal diterimanya pembernilalman torsehin oleh Sckrelars Jendral.

3 Persvarutan wnudk menaaldom umor dalan aval 1 pasal ind Gdak berlalu unwl sekolah-
sckolah vamg dikelola atau berada di bawal kendali anglatan borsempata Negara-Negara
[*thak, sesual dengan IPazal 28 dan 29 Konvens Halk-Hak Anal:.
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Pasal 4

Relompok hersenjaba ving bulin merupalon mglatan Dersenpati dart sebugh Negsara bdak
holsh. dalamm keadaan apapun, merelout atau insnggunakan orang di bawealh usia 18 tahun
miuk dilibatheny dalan peperamgam.

Bepara-negary Plhak harus menpanbil  langkah-langkah yang dapal diempub wnluk
mzncegah perekrutan dan penggunaan tersebut, tenmasuk penggunaan tindakan-tindalkan
hukum vang diperluden unk melacmy dan menglkominalisast pralilzk-praliek tersebu.

Pencrapan pasal ind i hawal Predokel mi ndak akan mempengarohn staiws hukom pihak
manapun vany, terlibzd daleon konilik boersengata,

Paaal 5

Tidak =atu hal pun dalam Protokol mi vang boleh diartikan schagm ketertuan penghalang dan
hulum nasional Megara Pihak atan instrumen inlermasional diun hukum humaniter intemasional
vitll lebil kondusil bugl perswujudian hidehak anak.

Pazal 6

Muetip Semon Pihak baras mengambil segala ingkah-langkah ok, adonmisivail’ dan
undalean-lindidkan Lunnyva vang diperlikan unluk memastilan implementasi don penegalin
witny eleklil dart segzala ketenluan vang distor dalam Protelol inl di dalam vorisdiksimsya,

Nueginu=Negna Filiuk selagu andub, wweriboad prinsip-prisip deme ketentuan-=katentuem dalzon
Frotokol i diketahui secara mas dan discbarlnaskan meolalui berbagai sarang yang sesua,
kepada pura orang dewasa dan anak-anak.

Segara-Megirn Pihall baros mengambal  langlah-langkah  vang dapal dilempubh untuk
moiashkan babwa orang-orang di dalam vurisdikst morcka yvang dirckrut atan dizimalkan
dilum peperangan vang berienbangan dengan Prolokel ma unduk didemebilizasikan alan
dibebastogashan. Nogara-Negara Pihak haros, pika pon o, ienediakan kepads orang-orngg nn
s baniuan vang sesial unluls permalihan lsik dan psiolost dan reinterrasi sosial merel,

Masal 7

Segara-negara Phak hares bekera sama dalam melaksanakan Prololol m, ermasuk dalam
peneegahan lerhadup seltap lepiatan vanyg bertentungan dengan Protckel ni dan dalam
rellabilitast dan remtegrast sosmal bagl orang-orang vang memadi korban dan tindakan-
tindikan vang: melmpesar Frotokol ini, termasnk melalion kega sama icknik dan banlwan
lnansial. Bantuan dan kerja sama lersebul akan dilakokan melalud kopsultesi dengan > egara-
Soeprara Pihals terkail dun oreanisast nlernasional yany relesvan,

Negara-Megara Pihal vang dalam posisi untuk melakulian hal tersebut hams menved akan
bandiznt werscbul muelalor program muolilateral, Inladeral atan poogran-mogeam lanmya, ata,
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L]

anlara Lo, melalon sehiah dana sukarcly vang duviapkan sesnan dengan aturan bagchs
L mum,

Masal ¥

Setiap Mezara Fihak harus imonyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah borlakunya Protokal
e unduk Negaen Pihak lemsebol, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menvediakan
formasit komprehensit  mengenal tindakan-tindakan vang diambil untuk implementasi
ketentuan dalam Protokol, tenmasuk langkah-langkah vang diambil unluk melaksanalun
kotontuan tentang partisipast dem rekrutiuen.

Seteluh paperahan luporan kooperchensil setiap Segara Fihak heoos menyeriaban dalzon
laporan yung mereka sanihlem kepada kemie Hak-Hak Anak, sesusi denpan Pasal 44
Kaovvenst, informasi lebih lanjut borkenasn dengan implomentasi dar Protokol. Negara-
Segara PMhal lain dar Protolool haoos meyerabkan laporan setiap lima talun

Feomite Hak-Hal Anal dapal meminta darl Negara-Iegari Pihak infommast lebih bimul yang
relevan dengran implonent:ast Projokel i,

Pagal O

Frodokel mi terboka imiuk diandatangann oleh Mo sz merupakan pihak dan Kanvens
alau yang lelah menandalanguinya.

Protokol v diratifikash dan terbuka untuk dialisesi olah sehap Mezgara. Instrumen ratitikasi
atacl sthosest hezmus distripan olch Sckretars Tenderal Perserikalan Tangsu-Tinesa

Nekretarss Jendral, dalam kapasitasnya scbagar penvimpan konvensi Hak-Huk Anak dan
Protelol ini, harus membenkan mlvnmasi kepada semus Megara, Pk Konvensi dan semu
negurt vang lelah menandalangani Konvensi dan sz2tiap nsiromen deldarasi berdasarluan
Lazal 13,

Pasal 10

Frotolol mn harus mular herlalku tiza bulan sctelah penynupanan ingommnen kesepuluh dan
ralilikast atau akscest,

L'ntuk seliap > 2gara wane meratililae Protekol ind alan menpgalsesinva setelah mulai barlalan,
Frotokol #u harus wmulai berlaku satu bulan sctelah tangzgal ponvinpanan ingtrmucn ratitikas
alau akscamya,

Pasal 11

auatu Megara Pihak dapat menarils dim dane rotolol im setap saat melahn pemiberitahuan
terlilis kepada Sckoetins Tenderal Forseribaran Bangsa-Thangsa, vang selelah i hars
menginformasikan  Segura Pihale Konvensi Lmnnya dan semun Jagars vang  =luh

L]
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menandalanganm Konvenst TTak-Tlak Anak. Penankan din tersehul akan berlakn satn lahun
selelah langgal pensrmaan pemberilzhuan cleh Selretans Jenderal Perseriluan Bangsa-
Bangsa, Namun jila padic talm berakhirnya penartlian dind lersebutl Negura Pihak lerlibat
dalami kontlik barssmata, penarilan dir tersebut tidak dapat berlaku sebelum berakhimya
homlik berseagata,

Penariban dinn lerschutl wdak abom berdampak packs bebasnyia Negara Mhak escbol dan
kewajiban-kewajibannva di bawah PProtokol barkatan dengan sstiap tindakan vang terjad
sebelum twgeal penarikan Jdic beclake, Lidak jugs penarikan didl semacam du belsh
monguranas dengan cara apapun pertiubangan vang herlanjut atas sceala pormasalahan yang
sodang clalam pembahisan Konmite sebelom Ganggeal penacikan dick muolan berliaka,

Pasal 12

Suatu Negara Pihak dapat mengusvlkan sebuah amendemen dan mengaplannya lepada
Sckroetarts Jenderal Perserikatan Trangsa-Thangsa. Sckretarts Jenderal haig segera #ctelah i
menghonnmikasikan wsulin amendenen lersebul kepada Megara-Negura  Mhak.  dengmun
purnintaan bahwa mercks menmdakan apakah mercka mendukung diasdakannya scbuah
komlerensi Nevara-Segara Pihak dengam ljusn unlol mempedimbanskan dan mengambil
snara atag proposal toerscbut. Tlalam keadaan di mana, dalame ompat bulan sojak tanpeal
komuomloasi tersebut. sotidalenya satu per tizga Mozara Pihak menyetopl kontorensi torschbat,
Muekretars Tenderal hars moengsadakon konforens di bassah nannpgan Perserikatan DBangsa-
Bangsa, Seliap amendemsn vang diadops1t cleh mavorilus Megarn Mhak viog hadie dan
memberikan  suara pada kenlerenst harus disershkan kepada  digells Umum untuk
persetijuan.

auatu anwendomen vang diadopsi sesual denaan avat (1 dant Pasal int harus berlakm ketika
telabl dizetugon oleh BMajelis Unuwmn Verserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dus per inga
mavoritas hegara Pihak.

Ketika sachuah amandomen borlaku, amendeman torsebat harus menzakat para Mogara Pihak
vitng menerunanya, Negara Pihak lam yang masih terikal oleh kelentuan-kelemuan Protokel
i, dan s arnendeinin sebeluimya vang telah ek et

Pasal 13

Frotokael ma, vang leks berbalisa Aval, Clana, nagos, Perumers, Rusia dan Spunivol szma
olzntilanya, harus dsunpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Hekretaris Jenderal 'ersemkatan |iangsa-Bangsa harus mengirinkan salinan resnu Protelool o
kepadia, senma Negara Pihak Konvenst dan semua MNesara wange telah menandatangan
Konvensi,
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Optional Protocol to the Convenlion oo the Rlghis of the Child
on the involvement of chiidren in armed conflict

The Stores Parcies ta the present Profocol.

Ercouwraged by the overwhelming supoor for the Conventinn an the Rights of the Child,
demonsirating the widespread commitment that exists to sirive for the promotion snd protestion of
the rights of the ¢hild,

Reaffiraming that the rights of children require special protection, and calling for continuous
improvernent of the silustion of children withiut distinetion, o5 well 8s for their dzvelopment and
education in conditions of pesce and security,

Disturbed by the harmful and widespread impect of ammed confliet on children and the
long-termy conscquences this has for durable peace, security and development,

Condenmming the targeting of children in situations of armmed conflict and direct attacks on
objecis protected under intenetionsd 12w, including places generslly having a significant presenee
of children, such as schools and hospitals,

Neetfng the adoption of the Statute of the Imernational Cririnat Court and, in particular, its
inciuzion as 8 war crime of conacripting ur enlisting childeen under the sge o 13 years or vsing them
1o participate aclively in hoslilities in both international and aon-infechational armed conflicts,

Covsflering, therefare, that to strenpiben further the implementation of dghts reaghized in
the Copvention on the Rights of the Child there is 2 need ta increase the protection of children from
involvement in armed conflici,

Meying that arlicle | of the Convention oan the Rights of the Child apecifies that, for the
purposes of that Convention, a child mesns svery human being below ihe age of 18 vears unlass,
under the law applicable o the child, majority is attatned earlier,

Canvinced thet an optionn! pretocol to the Convention taising the age of posaible cecruitment
of pereony Into acmed Rorces and thelr patticipation o hostilities will centribute effectvely o the
implementation of the principte that the best intereats of the child are w0 be & primery consideration
in all wetivns conesning children,

Noving that the trenty-sixth intermaional Confevenee of the Bed Crozs apd Red Creseent in
Diecenber 1995 meommended, idter it (hat parties to conflict take every feazible siep to ensurs
that children under the age of 18 years do not take part in hostililics,

Feivamirg (he unamimous adoplion, tn June 1999, of Internationsl Labour Organization
Convention Mo, 182 on the Probibition and Tmmcdiate Action for the Elimiration of the Worst
Forms af Child Laboor, which prohibits, iter afie, foreed or compul sory recruitment of children for
use in armed conflict,
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Condeming with the gravest coacerm the recruitment. Lraining end wse within and scross
natlonal Borders of childven in hostilities by armed proups distinet from the armed forces of a Stale,
and recogniging the responsibility of those whe recrait, train and vse ehildeon in this regaed,

Recolflag the ohligation of each party to an armed conflict to shide by the provisions of
inernabianal hursat banan lavw,

Stressing that this Protocol is without prcjudice to the purposes and principdes contained in
the Charter of the United Mations, ingluding Article 51, and relevan: norms of hymanitarion law,

Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respeet of the purposss and
principles containgd in the Charter and observance of applicable haman rights instnuments are

indizpensable for the fult prowection of ehildren, in particwtar during armed conflizts and forcign
gecupatian,

Recoenizing the special peeds of those children who are particularly vulnersble to recruitment
or usc in hostilitics contrary 1o this Protowo] owing te Ltheir economic or sociyl statws or gender,

Mindful of (he necessity of takimg ima considecation the economic, socia? and pelitical roat
causes of the involvement of children in amoed conflicts,

LConvimeed of the need to strenpthen internotion: | coopemition in the implementalion of this

Protocal, az well as the physical and psychosociat rekakilitation and social reintepration of childeen
who are viclima of armed conflict,

Erwowragiqg the pavticipation of dwe commnity and, in pacticylar, children and child victine
in the disserminativn of infrmatonal and edueetionel propramroes concetting 1he implenenstation
af the Protacal,

Have agread az followa:

Artiele 1

Siates Parlies shall take all faosible measerss o enswe that members of theic aomed Tooees
whi have not attained the age of 18 veays do not rake a divect pard in hostilitcs,

Articke 2

Siates Tarties shall ensure that perzons who have nat atained e age of 18 yeacs are not
compulacrily reoniled into their armed forces,

Article 3

1.  Bistcs Partics shall mise the mindtmun age for the voluntary vecruinnont of persons into their
naticnal armed forees fran that sct sut in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Righsz
of the Child, taking aocownt of the principles contained i that articlc and recepnizing that under the
Crosention persons under 18 an: enlifled 0 speeial protection.

2. Each Htete Party shall deposit o binding declaration npon revification of or ecceasion e this
Prowocol that sste forth the minmmom ape al which 11 wnll permat voluntary recruitment into its
nationd] armed forees and 8 description of the safopuards that it kas adopted 1o ensurs that such
recruitmenlt s not {orced o coerced.
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3. States Parties thal permiit voluntary recruitment into their rafienal anmed forces under e gge
of 18 shall maintain safcguands to ensure, as a minimwm, dat:

(8]  Such reormitroent s eenuinely volonlary;

{b)  Such reeruitrment 35 dune with the infarmed comsent of (he person's parents ot legal
guardians;

fe)  Such persons are filby infoemed of the duties involved in such military service;

(d)  Such persors provide reliable proof of age priot to acecptantce ino national inilitery
gervice.

4. Ench State Parly may airengthen its declaration ai any time by notification 1o that effect
addressed o the Secrelary-Oenecal of the Uoiled Nations, wihe shail inlorm all Slees Panies, Such
nutification shall take elfect on the date on which il is meeived by the Secretary-Denaral.

5. The requirement to waise the age in paragraph | of the present article docs nol apply to schools
operated by or under the control of the anmed forces of the States Panties, in keeping with articles
28 and 24 of the Convenlion on the Righta of the Child.

Articke 4

1. Armed groups that ave disting fram the armed lorces of 2 Stme should nol, under any
circumstances, recril or wse im hosdlitics perons undee the age of 18 yoara,

. Etates Parties shall take all f=azible meagutes in prevent such recmitmantt 2nd wee, ineloding
the adopuon af legal measures necessary to prohibu and eriminalize such practices.

3. Theapplication of the prossat anicle wnder 101z Protocol shall not aifect the begal status of any
narty o an ammed conflizt.

Article 5

Mathing 11 lhe present Proloeol shall be construed as precluding provisions in (e Juw ol a

Stake Parly or in infermatipnal instruménts apd intemational hummitieisn 2w that am mog
conducive 1o the realize:ion of the ripghts of the child.
Arilicle &

i.  Eoch Siate Party sholl take afl necezsery legal, sdministrative and other meazures to ensore the
effective implementation and enforcement of the provisions of this Protocel within its jusisdiction.

2. Sates Parties undertake to 1make the principles and provisions of the present Protocol widely
known and prometed by appropraie means, to gduls and childeen alike.

3, States Parties shal] take al| fopsibie measures to epzure thal persons within their jurjsdigtion
recruited or wsad i hoslilines conlrary to this Protoco] are demobelized or otherwise neleased ltom
eervice. States Partics shall, when necesaaty, accord to these perzonz all appropriate assistance for
their physical and paychological recovery and theic aocia] reintegration.

-
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Artlele 7

!.  Statex Parties shall cooperate it the implemeniation of the present Pootocs], inclugling in the
prevention of any aetiviey conicary 1o the Protoesl and in the rehabilitation and secial reintegration
ol persons who are victimg of acts contrary e this Pratagol, including derowgh techniesl copperation
ard financial assistance. Such assiztance and cooperation will be undertaken in consultation with
coneerned Stales Parties and relevant intemational prganizabons,

2. Stetes Pantica in 2 posttion @ do 3¢ shall provide such assistance through existing multilaem),
hilateral ar sther programmes, or, #ter affa, Grough 2 valuntary fund established in socordence with
the rutes of the General Assembly.

Ariicle §

1. Ench Siute Party shull submit, within two vears followding the eniry into foree of the Protacal
for than Srate Party, 2 vepom o the Commnes an the Rights of the Child proiding comprehensive
information ot the messeres 11 has taken o implermsmt the provisions of the Prolocn], including $he
PeAsUres taken to implemment the provizsions on pamicipation and recenitinent,

2. Follewing she mubmisaion of the comprohensive report, each Siate Party ahal] inglude in the
reparts they submit Lo the Committes ar the Rights af Ge Chibd, in soemedance with ardicle 44 of the
Capventian, any further infarmation with respect to the imatementation of the Proweol. Ceher States
Farties W the Protovo! shat] subroil o report every fve vears.

3, The Conmnitier on the Righis of the Child may roquest from States Pertica further information
relevant 1o the iteplementalion of this Protoeal.

Arlicle ¥
1. The present Protogal is open for signaiuce by any Siate {hat 15 a parly to the Conyvention or has
sipmed ik

2. The presedt Protoeod i5 subject (o ratification and is open to accession by any Stale.
Instruments of ratification or accession shall be deposiicd with the Sceretary-General of the Dnited
Mations.

3. The Secretary-General, it his capacity as deposiary of the Convention and the Peatocel, shall
inform all States Partics to the Convendion and alb States that have signed the Convention of each
instrmment of deelaration puvsuant o 2rticle 13,

Artiele 14

1.  The present Provogol shall enter wmto fores three months after the deposit of the wnth
instruroent of ratificathon ac acoession.

2. For each State ratifying the present Provocot ar acceding to it after its entry inte force, the
present Protocol shall entey info foyce one momb aficr the date of the depoeit of its 0wm instrarmest
of mtiflcalion ur acdcasion,
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Articke 11

1. Any Stake Parly thay desdunoe the presant Froweol o any Hme by written novflcation 1o the
Secretary-Creneral of the United Mations, whe shall thereafter inform the other States Porties to the
Convention and all Siates that have signed the Convention. The denuncistion shall take effect ane
yoar ifler the date of weceipt of the mtification by the Secretary-Genstal, I, rowever, on the expiry
of thal year the dentincitg State Party i3 anpaged in armed condlict, the denumciation shall ot take
effect bofore the end of the armed conflict

2. Such s denunciation shall not heve the effect of releasing the State Parly from itz obligations
umder the present Protocnl 1o regard Lo any act that ooours prier to e date on which the denungistion
becomes effective, Mor shall such a denonciation prejudice in any way (he continwssd consideration
of any matter thal is already under constderation by the Committea prior to the date on which the
denuncistion becomes effective.

Arfiele 12

1. Any State Party may propose an amendiment and fllz it wilh the Secretary-Genetal of the
Unired Nations. The Secroiary-Generel shall thereupon communicale the proposed amendinent to
Buates Pardes, with a mquest that they Tndicate whether they favour & confererce of States Parties
fior the purpose of considering and yoting upon 1he propossls. [n the event that, within four months
from the date of such communication, at least one third of the Stales Partics favoer auch a
comference, the Secretary-{renerl shall convens the conference under the auspices of the Uriied
Mations. Any amendrment adopted by a majority of States Partics prescnt amd vatiog at the confererce
shell be submitted 1 this Ginermd Assembly for approval.

2. An amendment aoomed in accordance with paragraph 1 of the present article shall enier inlo
Torce when it has been approved by the Generat Assembly of the United Nations and accepted by

a wo-thirds majority of Staies Parties.
3, Whett an amendment snters indo foroe, i shall be binding on those Stales Paclies that have
noceptad L other Sates Panies stilt being bowsd by the provisions of the present Protees] and any
carlicr amendments that they have accepted.

Article T3

1. The present Froioeol, of which the Argbic, Chinese, Erplish, French, Russtan and Spanizh
texis are equelly sulhontic, shall he deposited in (e archives of the United Bulions,

2. The Seeretary-Ceneral of the United Mations shail wansmit cemified copies of the present
Prowocol 10 all Siates Partics 1o the Convention und st 3laies that have signed the Convention.

-5
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FROTOCOLE FACULTATIF A LA CONYENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT L'IMPLICATION IMENFANTS
DANS LES CONFLIT ARMES

NATIONE ENEES
2000
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Protocole facultatif a la Convention
relative aux droits de 1*enfant,
concernant implication d*enfants
dans tes conflits armeés

Les Eiaty Parties au présent Protocole,

Encoragés pur I"appui cansidérable recusilli par Iz Convention refative
aux droits de enfant]l, qui démote wne volonte génermle d'muvrer pour la
prometion €t 1a protection deg drgits de 1'enfent,

Réuffirman gué les droits dey eofants daivent &tre specislerient prpté-
gés <t langamt un appel pour qus |8 situption ded enfants, sans distingtion,
s0it sans eesac oméliorde ot qu'ila puissenl s'epadauir el & Sdugués dans
des cendilions de paix ot 38 séourils,

Troublés par tes efiers préjudiciables ¢ étondus des conflits armés sur
les enilants €1 lturs répercussicns & long terme sur le maintien d'une paix,
d*une sécuritd et d un développement durables,

Condeturend 1o fait que des enfonts zofent pria pour cible dans des si-
tuaticns de conflit annd ainsi gue let ettaques directes de Loy prodgly par
le droil international, notamment des endroats ol s trouvent généralsment
de nombreux enfants, comme les dooles ot les hdpitaux,

Frepant acte de 'adoption dy Swmoat de Ja Cour pénale internationzle,
gui inclut en panticulicr parmi les crimes de gusmre, dans les conflits armés
tani interoaticnany que non internationavk, le fait de procéder & la conscrip-
tion ou & I'enrflement 4 enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement 4 des hostilitds,

Corgddidrant pat conséquett que, pout tenlobcer davamtage les droits re-
cannos dans la {onvenlion relative aux droits de "enfant, 1l 'impnrt:
d’acercime la protoction deoa enfants contre woule implication dans les
cpaflits armey,

Noram que Particle premier de la Convention celative avx droits de
I"enfant spé&eifie qu'aw sens de ledite Convention, un enfam 5'entend de o
etre lnbmain dgé de moins de 18 ans, saof si la majorieé cer atcinte plas 6t
en vertu ds la [égislation qui Jui est spplicahle,

Convaltens gque Tadoption 4'vn prowecle faculteidf se rapponant & e
" Corvention, gui reldéverait Fdge minimum de Penrdlement gventue] dans les
forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement
4 la misc en muvre du principe sclon lequel Eintdrét supéricur de 'enfant
dait &tre wne considération primordiale dans toutes les décisions Ye concer-
nanl,

Noewan! que la vingtsixidme Conférence internmtionale de la Croix-
Fouge ei du Croissant-Reuge tenue en décembre 1995 8 recommends, no-
tarmment, que les partics & wn conflit preansnt wutes les mesurss possibles
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powr Eviter que des enfamts de mains de 13 ens ne prennent phrl aux hostili-
tés,

Se fefietizme de adoption par consensus, en juin 1999 de la Convention
Mo 182 (199%) de 1"Organsation intermationmale du Travail conccroant
Iinterdiction des pircs formes de wevail des enfants of I'action immédiatc cn
vue de leur £limination, qui interdit 1"enrdlement forcé ou oblipatoire des en-
fants en vuz de leur utilisation dens des conflite armds,

Cordamrgint avee ane profonde Inguidiuvge Peardlement, 1'entrainement
ct 1'utilizsation — en degd et au-delis des frontitres pationales — d'enfants dans
les hostilités par des proupes armucs distincts des forces armdes d'un Btad, et

Teconnaissent |3 responsabilité des peraonaca gui reenutent, forment ot utili-
sent des eafants & cet ¢pard,

Rappelans 'obligation pour towte partie 4 un conflit arme de se confior-
mer aux dispositions du drait international humaenitaire,

Sowitenarf gue lo présenl Frotocole est sens prejudice des buts of prin-
cipes énoncés dans la Charte des Mations Unics, notamment 8 1" Arkicle 51, et
drs normes perinentes du droit humanitain,

Temarm compre du falt que des conditions de paix ot de séourité fondces
sur te pwapcer intégral doa huts ot principes: do la Charte des MNations Tniea ot
le paspect deg imsirpments relacif aux draita de Chomme applicables sont es-
senticls & la pleine protection des enfants, cn panticulicr pendant [es conflits
artnéy ¢ so0s uhe Meeupatiaon Stranpdre,

Conscienls ded besains parficuliers des enfanls gui, en taison de leur
situation économigue ¢f sociale ou de leur sexe, sont particuliérement vulng-
rables 4 l'enrdlement Gu & 1'uilizaticn dans des hestilitds en violation du
présent Protocaole,

Conscients fgalament de lp nécezzité de prerddre s0 considération les
causes Stangmigues, sociales ef palitiques profondes de la parlicipation des
enfants aux conflits armes,

Conveainens de la négessité de renforeer l2 coopération internationale
paur dssorer te réodaptation physique et psychosociale et le rdingartian so-
ciale dea cnfants qui sont vietimes de contlits anndés,

Eacourdgeans la participation des communautés o, cn particalier, des
enlants i des enfands victimes, & la diffusion de Minfatmation et oux pra-

grammes d education concernant application du présent Frovocole,

Kot coavenns de &8 que suil 2
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Article premier

Les Ftats Parties prennent toutes ies mesures possibles dans la pratique
pour veiller & ¢f que les membres de lewrs Torgss aomées qui n'ont pas attzint
Vipe de 18 an: pe parlicipent pas direclement aux hodtililds,

Article I

Les Etuts Partiea veillent 4 ce que les peraonnes n ayant pas atteint 'age
die 18 ans ne [asseal pas 1'ohjel d'on enrdlement obligatoive dans leurs forces
ATnEes,

Article 3

1. Les Etats Partics reltvent en enndes I"Age minimum de 'engagement
vafontaire dans lewrs forces armdées nadonales per rappott 4 celul f4é ap pa-
ragraphe 3 de 'article 38 de la Convention relative aux drojts de "enfant, en
tenant complte des principes inacrits dans ledit arkicle et ¢R reconnaissant
qu'en vértu de ln Convention, lea personnes fdofes de moins de¢ 1B ans om
droit a une protection spéciale.

2. Chague Gtat Parde déposs, lars de la satification du présent Proloeole
on de 'adhdsion & cet nsitumeni, uns ddelaretion contrpignants indigoant
I"dge minimum & padic duquel il autorise |'enpagement volantaire dans ses
forces armées nationales ot décrivant les garanties qu'il 2 prévues pour veil-
ler A ce gue oot engagement neo Bnit pas contracké de foroe ou sous e
conliaie.

3. Les Etats Partics qui autoriscer 'enpagement volontaire dans leurs for-
ces armedes nalivnales sranl Page de 18 ans mettent eén place des waranties
ASEUTART, AU wWinimum, que :

a] et enpapement soit 2ifeclivement volontalre;

B Cet engagemant ait liew avec |2 consentement, gt connaissance de
canme, des parents ou pardiens legaos de Pinléresgd;

¢} Les personmes éngagées soicnl pleinement informees des devoirs
qui s'wilachent au service mititaire national,

d) Crs personncs fournissent une preuve fighle do low dge avant
A'Crre admiscs audit scrvice,

4. Tow Etal Fartie peut, & tout momenl, renforcer sa déclaration par vole
de polifcalion & cel elfet adressée gy Secrétsire EEn&ra! de 1'Organisation
des Wationz Untes, qui en informe tous les aotres Etats Parties, Cette noifi-
cation prend cffet 4 1a dage 4 laquelle olle ot regue par e Beorétaire péndral.

5, L'obligatico de relever Pdpe mintmum de 'engapement volontaire visde
au paregraphe 1 du présent anicle ne s'applique pes aux établissements aco-
laires placés sous |'administration o le contrdle des forees armées des Etats
Parties, conformément aux anicles 28 et 2% de la Convention telative aox
droile de 1'enfant.
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Artiele 4

I. Les graupes armnés qui sonl distingts des forees armdes d'un Erat ne da-
vilient en aucune circonstance enrdler ni wtiliser dans les hostilités des per-
sonnes Agées de meins de 18 ans,

3. Les Ftats Parties pronnent toutes les meeures passibles dana Ja pratique
pour empécher V'enrdlement gt 'gtilicplion de ooy personnes, notamment los
wesurcs d ordre juridique woulucs pour interdire et sanctionner pénalement
ccs pratiques.

3. L'application du présent article du Protocole est sans ¢fTet sur le slatut
Iuridique de toute partie & un conflit srmé,

Articte 5

Aucune disposition du présent Frotocole ne pout §ve interpréide comme
empachant 'application de dispositions de la législation d*un Etat Partie,
d'ingirumsnts internitionaux of du drolt international humanitajce plus pro-
pices & [ réalisation des droits de Ienfant.

Ardicle &

1. Chaque Etat Parlie prend toutes les mesures = d ordre juridique, admi-
pistratif g1 antre — voulues pour agsurer Papplicatian at le reapect effactifz
des dispasitions du prézent Protocole dans les limites de sa compétence.

Z. Les Fias Pariics s'engagent & faire largement connalite 198 principes et
disposilions du présent Prolocole, aux adultes comme aux enfants, & Patde
de Inoyens apprrprics,

3. Les Etats Partics prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour weiller & ¢ que les personnes relevant de leur compétence qui sont en-
rilées ou utilindes dins des hodtilitds an vislation dui présent Protocole soienl
démobilisées ou de quelque avire maniére libérées des obligations militaires,
81 necexspite, let Ewmts Parlies accordent & ces personnes toute "assistanes
approprige en vue de lewr éadapiation physique ot peyeholegique ot de leur
réinoettion aociale.

Article ¥

1. Les Etats Parties coopérent & |'application du présent Protoccle, no-
tamment pour la prdvention de ouce activitd contraira & ce dernier st pour la
réadapiation ct la réinsertion sociale des permonnes qui sont victimes d actes
contraires au présent Protocols, ¥ compris par une coopération technique of
une asislanee findnecigre. Celte adsistancs el celle coopdralion a¢ feronl cn
consultation avec les Ftats Parties concernss et les CIEAnisations interhatio-
nales sotipétentes.

2. Les Fiats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assis-
tanee par 'entremise des programmes moulrilaséraos, hilatfraux oo antees
dijl en place ou, le cas échéant, dass le cedre don fonds de contribulions
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wvoloblaives constitud conformément aux réples éablies par I"Assemblée gé-
nerslc.

Arcicle &

. Chaque Etat Partic présentc, dans les deux anndes qui suivent l'entrée
en vigueur du préseni Protocole en ce qui le concerne, un apport au Comitd
des droits de 'enfant contenant des rensgipnements dédtailles sur les mesures
qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, no-
tament celles concernant la participation et Penrdlement.

2, Aprés la présentation du rappodt détaillé, chague Eral Partie inclut dans
les ranports quil présente au Comitd des dealtes de Fenfant conformément 4
"article 44 de la Coovention tout complément d'information concernant
Vapplivation du peéscnt Prolocole, Les autres Brars Farlivs ad Protecels pré-
sentent un raprott tows les ¢ing ans.

3. Le Comird des droils de "enfant pout demander aux Etats Parties un
complément d"informatlon concernant Fapplication du présent Prodocole,

Article 9

1. Le présent Protocale eot ouvert & Ja sipnatare de tout Etar qui est Partlie
& fa Convention oo gui 1'a sigade.

2. Le présent Protocole est soumis o 13 rabificabion et esl ouvert &
1*adhésion dc tout Fral, Les instruments de retification ou d'aghésion sont
déposds auprés du Scorctaire géncral de P Organization des Mations Unies.

A T Beceétaivc géndral, en sa qualitd de dépositaire de 1a Convention el
du Protocole, informe tous les Fats Parties 3 T Convention &1 ious les Etats
qui ool signd la Convention du dépit de chugue déelaration en vern de
I"article 13,

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois aprés 1a date de dépdt
du dixiéme instrurmant de vetification ou 3 edhésipn.

2. Pour chacun des Eeats qui ratificront 1o préscnt Protocate ou qui y adhe-
reront aprés Son entrée en vigoeur, ledit Protoogle entrera en vigusur un
mois aprés la date du dépdl par cel Bl de son instrument de ratification pw
d adhésion.

Artlele 11

. Toul Eiat Partie peul, & toud morment, dénoncer 18 prévent Protocole par
wiie de notificalion dorite adressée an Scerélaire général de U'Crganisation
dez Mations Unies, qui en informera les autres Etate Parties 4 la Convention
el tous les Frats gui ont gignd 1o Convention. La dénongiatinn prendra e[Tat
un a0 aprés la date 4 laquelle le Scerétaire géndrel en aura rogu notification.
Toutefois, 51 A "expiracion de ce délai d'un an, UEtar Martie awteur de 14 dé-
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nonciation est shpage dans un conflil armé, celle-ci ne prendrs pes effel
avond ba Tip dudit conflit.

2. Cette dénoneiation ne saurait dégaper I'Etat Partie de ses ohligations en
veriu du présent Protocale 3 raison de tout acts pocompli avant la date & Ja-
gquelle la dédponciation prend effel, pas plus qu'elle ne compromel en quelgoe
maniérs que ce 3oit i3 poursuite de 'examen de toute question dont le Co-
mitd serait saisi avant la date de prise 3¢ et de la dénonciation,

Article 12

I.  Tou Etat Panic peul proposer un amendement et en dépascr e texte au-
préz: du Secedtaire général de 1"Drranisation des Mations Unieg. Celui-ci
sommunique alors |a proposition d'amendement aux Etatz Partics, co leur
demandant de lui faire savoir 5°ils sont favorables & la convocation d'une
conféranes des Eiats Farties ea vie de Pexamen de la proposition ot de sa
misc aux voix. 5§, dens lcs quatre mois qui suivent s date de cette commu-
nication, un tiers au moins des Ewmts Parlier se pronancent en faveor de la
cotvocalion d wae elle conférence, o Secrétaire pénéml convogue la Conlé.
rence Eous les auspices de {"Orgonization des Marions Unies. Towt amende.
macnt sdapté per ln mejoeité des Eiais Partics présents b vouants & la confé-
rence est sounsis & 1" Assemblée pénerale pour approbalion

2. Toul amendement odopé conformément aux dizposilions du peragra-
phe 1 du présent acticle eotre e vigueor |osge'il 2 ¥ approuvé par
Assemblie géndrale des Nations Unics of acceptd pac une majorité des
deux viers des Etats Parties,

3. Torequ'un amendemeni entre =n vigueur, il a force obligateire pour les
Etatz Parties gui 'ont accepté, les autres Btats Parties demeurant liéz par les
disposilicny du présent Protocole e1 par 1ous amendernents aniérie urs aooen-
$é5 par oux.

Artiele F3

. L& présent Protocole, dont les textes anplais, arabe, chinois, espagnal,

frangais ¢t rwssc font également foi, scra déposé aux  archives de
I'Crpganisation des Nations Umes.

1. Le Secrétaire geénéral de i"Organisation des Nauens Emies fera parvenir
une copie certifide conforme du présent Protocole A tous les Etats Parties & 1g

_ Convention el & tous les Ttats gui oot signe 1a Convention.
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DAKYILTATHEHBHA NPOTOKON K KOBBEHITHH O TIPABAX PEEEHK A,
KACAWITHACA YYACTHA JETEH B BOOPYRKEAHB X KOHDIHKTAX

Tocvdapemea — YRacmHNRN WaCmariiezo pomaovosa,

firdyiy Soudimnesien NopcepocTRON pogaepwiol Kopneernme o npapay pebenka,
CEHAETCARCTEYEOMIER O WHMIKD PACHPOCTPaHEHHOR [OTOREOCTH CTFMATS 081 TIO0IDER R
B 3K TE Opas pefenya, .

FHOGE AOOMEEDHGER, OTD NPaka JeTel HyAI2INICE B o090l IRILATE, & NPHIREIA K
ofeCIEHEHNED MOGTARHAN Y1y uleHHA FaNORENEA TeTel 523 KAKDrD GLE T4 HE DR
PEOUTHY A, & TEEWE HX PATENTHA H ofpil0paNus B GOOTAROBKE MURE 1 BER0TACHOLTH,

firdyny pEECHOKCEHE TaryOHHIM A WIAPDKOMACIOTAGH KM EOITE FCTHHEM
BEOO DY L HH K R‘.ﬂHl:l}.l"l'lIlH'n'B 13 Jlﬂ"ﬁ.‘,‘ﬂ, 4 TAKHE RX QOGO HRWME MOCHCICTEHIWHE 178
NpOYHOND MYPE, DEIGTACHOCTH H PEIBATHA,

ﬂfyxﬂ-ﬂ_ﬂ TOCATATCNGCTES HA AcTel B ¥CNOBHAX BOQpyRCHADID l.‘.CIH{IJJ'IHB.‘Iﬂ., B TAKME
HEMNDOCPENCTREHMEIR HATTATEH WA HA DILERTH, OXPAKEEMET B COOTEE TCTEME &
BEK MY HAPOTHED MPABGM, I ToM YHENE HA MECTE, b R0TOPLEX 00Md0e Npaey rersyer
SoNbLGEe ROMHUSCTES AaTedl, 1aKKe, KaK WG H BolbHEYEL,

CcrTHEYas npHHaThe E‘t&':yTﬂ Memynupomn-m Yrohdeaond Ey4, 1 B YactilaiTn
KPANHAKANHE} B ReN B EEYECTBE BEOCHHOTO IPECTY MIEHHA AeIcTBAN, CRATATTALIY T
TIPHILIEOL HI BOSHAY M CIYRDY s moGuiysauneld neref, He JOCTHIILAX | 3-NeTHEnD
BOIPACTA, ANH C HX AKTHEH WM HENONEZ0BAHACH B BOCHEMY ACHCTBRAN B PEMEAN HAH
MRy HApOAHEIX, Tak ¥ HeleaydApaniety Boopy e bl koadui KT,

cHumoA, TAKn M ofpatod, w0 B Lenax cofedcTena bones sddecrnenony
GCYUECTENSHHE (AR, NPHIAAHELY 1 KodneENEN o nparay pedenrs, HenByomaMo YCHAMLE
AAWKTY AcTel 0T yHBCTHA B BEODY NERHHX HOMPNRKTAR,

gMeaq, Yo cTaTEA | Komeennny o npagay pefemua Mpeny cCMATPHBAET, 2T0 ATA
nered srol KoHLERUAN pefenxoM fETIETCR KA I0e Yyelnaedeckoe CYWecTao J0
MNCTHECHAN lE-I!E'I"HIET‘i‘I 'Hﬂ'_tI‘lEtTﬂ., CCIH Nk 1.3.1{“!!}'1 TiPHME'H’!-‘IHﬂM'}" K MaH Hl‘lM:,' pl:ﬁl:'li'l’(}', aH
HE JOCTHrEET SOBCPIISHHOLCTHA AHEE,

Fyapuy ¥ECRCOCHE T QAKYNETITRERNEIR NPOTAKGN K KOHBCHIHH, TERTOAK (1
BOIPACT BOIMORHECTO IPHEIWBA AL B BOODY KEHHEE CHIEBLH KX ¥9ACTHA B BISHHEIR
pedcTeMAL, G¥IeT addeETHRIKM 0fpatoM CROcodcTRORATE OCY MECTBISNMIN TPHIINRIIE,
COTNECHD LETOPOMY BO BecH JIciCTEMRY, KACRMKMLNCE JoTCH, MEPROGICEETHOC AHNMANHE
AT ¥ASAATECH HAHRY Ylney 05 Cleaednb HHTepesoh pife dxa,

PALHEYER, YT0 AERIULTE WweeTed Mexsyuepoauon eeadepennpa Kpooxoro Kpreto
Kpacroro TleayMecana, cOoCTOABITAACK B mekalpe 1995 rogg, PEXOMERDOTEANS, B 9acTIIOCTH,
LTAPOHAM ROTOOHETOR DpeAMpaREMATE MRHEIE BOThO KHERS MATH B MENhx ofecTEUE HL
Toro, wrolisl JICTA, Be qocTirwene 1§-nerEere pospacrs, He NPHEXNNAIH ¥FIACTHS B BOCHHEX
acerEnax,
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REUGEHCTEYA £ARQIY WHOE NPAHATHE B AICHG 1939 roga KOHBRCADHE
MewayunpoIHoll sprauuaauey Tpynd N 182 o zanpeiucnlii H HEMEATETuEX Mepas 10
HCKOPEHEHHIO HEHXYDINHK Qopu ASTCROTO TPYAA, KOTOPAR IAMPEIALT, B YACTHOCTH,
OpMHYOHTENREY W Hak 0ORInTEnLEYD BEpGOAKY ACTEH GNE HCNOMLIDEAHHA ML B
BOODYMENHEDE ROUQIHETAY,

CERHEIEF ¢ camail 2apional oeabovenracmes BepRoERy, 0BYUCHIS B FCNOILI0RAT AL
EHYTDH FOCYRAPCTRE B Y@ £T0 Opefeniwh AeTefl b BoenHE NeRCTRESY ROODYREHERIME
FPYIINAMY, OTNIHTHRME OT FOODYMEHEETE CUN MOCYMApPETRS, H NDPHAELERA OTBETCTBCHROCTE
Tex, XTo hephyer, ofywaet I HenorLayer aetedl ¢ s1olt nensio,

ncosiirag ob olgIaTenseTES KA OH CTOTHOER BO0 Y EEHBEGR I'.'DE[I}III{H‘I'H
CODOMOMETL NONMKEHHA MOENYHIDAMHITO TYMAKATADPHGDN] MOERA,

roduepaucar, oT0 HacToRWRH TTpoTaxen He #eHOCTKT Fwepda UenAN M RPHHINDOEM,
coapiAUTHMEN B Yorane Opragnzanis Ofsepamentbx Bansh, sxniran crarsw 51, »
COOTBETETHY LA HOPMAN FylagalTAPDROCD Apasa,

AFKTmAR o SELMONTE, OACTAHOBRA MHp H Ge30MacHOCTH, OCHOBANHAY HR
NOMHOM YHEMEHNH Gencl H NDMHEANGE, MIMGKCHERY B YCTAES, A HA CODMOACHEH
nPHMEHhN‘.H:\t mmmpnn H nﬁnmu ]Ipa.u Henokixd, ARNASTCA AEOPeb el HEDA }r:nomeu AR
NOTHGH JRTIHTE A=Tell, & YacTHOCTH BO MM EMA BOODYHEHEHRX KOHDIEHETOD H HHDE‘IPEHHDE
n]!E}"I'IaIIII'H.

ApuFAesas 0C00s0 TOTpHOEOCTH IeTeH, KoTOPEIE ARNTIOTEA OCODEHAD YIIDKMBIMH
Mo CTHOWIEHRIC ¥ X Beplonke H RETOALICEAEHIC B BOSHHEEK JeHCTRH L BOTpEKN
Hmmﬂ“}' HPDTW.'LI[!." B CENSH C HA JEDHOMHYECKHM MIEH COUHATRN M DONDKEHHCH BTH
NONOM,

HEIMHEMYA 0 BEOXNOTAMOLTH YYHTHWEBATE JKOHOMITCCKHE, COMMANLHEIE H
IONATHRECKEE TIPRUMHE] YUACTUR AeTed B DOOpY el HLIx MoRGnuETEY,

Dydpei: plepeden B vegfolamocTH Y KPEILIEHHA MERAY HAPORHGIS COTPYANHYICCTES
B OCYINECTBAENHE NACTOREr: TIpOTokeNs, & TAKKE B BERe QHIHUSCKOH H

OCHNOCOUHANLKOE peadRIuTHLAH ¥ COMHANKHOH PEMRICIPRINA BeTER, ABARIOMHACE
MERTEIMH BOOPYWEHHEK KoH BIHETOR,

HOQUPIR YOACTHC 00IMCCTEA, H B SACTHOCTR OCTCH W ACTeA, NBASMBXCA HeDTRAMH,

5 PACAPOCTPANSH Y RHGOPMALNY ¥ COPAIORATEIETILIK PATTMMMAR, KACZEMINCE
OCYINECTENEHHA HPDNI{CIIIE.

GOFOEERETHCE O HERECIIYIIIIEM:
Crares 1

TFocyraperpe-y9acTHEEH MPAHHMART BOG BOAMOEMLE MEDEL IR 0BacIeTenEL TorD,
YTOSH BOCHHOCAY FALLHE WX BOOPYREHMEHN C#N, He JOCTHRTEHE | B-RETHErs EOTPAcTa, AC
DPHHEMATY MPRMGrD yHECTRA B BEOCHAERY LeWoTEMAN,
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CrateA 2

Tocynapores-y 2ot nkh OBE CoeTH ugioT, el prna, ne focTerwre 18-netnerm
BOIPATIA, HE DOTNCELIN UORIATEIRHSHY IRHIHSY B UK ROOpy ReTOTRE Sk

CTaTea 3

1. I oCynapeTEA-YYACTHUEM MEBHIIAMNT MEHHMANBHEIR BOIPACT D0ODOEITEHOID
NPHIBIEA JTHTI B AKX HalWOHANBARIC BOONY WCRHRIS CHITE TIO CHARHCHERY ¢ RONE CT0M,
YHASAHHEIM B IIYHECE 3 cTaTell 38 KoHuSHUHY o TRpapis peﬁem:a', YUUTMRAA NPFHATHIH,
COABPAAIHSCA B ITOR CTATLE, H TINHIHADAR, YTD B CONTRETCTEHE ¢ KOouseHUHCE NHUA, HS
NoCcTHTIOHG 13 NeT, HM e T mTpara 58 0006y 3auIHTY.

2. Kagnoe rocyfapcTed-YTACTERE OPH PATHQHEALNE HACTONWAre TIporoKona Ky
TPHCQCIHHCHHY K HCMY CABCT HR XPAHCHHE HMCIOTICE OOAIATCNGHETH XAPAKTE] SEARTCHHE,
E EOTOTHRM ¥ KASHARCTCR MHHAMARRHE A BDAPACT, APH XOTOPOM OAD OONYCKSET
AoOpoEOAEHMH PHIEE B £T0 HALHOHATRALE BODPYREHNEE CHAL, K HINACAKTCA rAPaliTHH,
J.I:FH!IRTH'B J.'GJC-'}'J:I.E‘I.FCTBDH A P T e TOro, wToGw ToEnd NPHIHAD T NOCRA
AACHTRCTREHNTIOTND WA TPEHYIUTENLION XOpIKTePa.

3. l'ocynapeTEE-YYACTHHEN, AOOYCKAKNNAE Jo0POROARSRE NIHGKA A GX FAHOBAMD HEG
BOOPYREHHRE CHIE HL, He OOCTHIURY |B-TETEeEN BOIpacTa, TPENGCTALIKKSY FAPLHTHM,
KAY, MEHEMYM ofCCneHHBINIIHE, 4To0M!

ay TEKOH IPHIME HOCHR B fefCTENTENEHOCTH A0GpoEoNLHLH apaRTeD;

b] TAXOH NIPH3ME MPOMIROANICE ¢ GCOFHARA OTO COPNACHA poraTanch nin
FAKOHHEIXN GITCEYMOB JaHHOIC THUE;

el TARHE NU0A BHOE B TOTACE Mepe Hrehopaie ponaill of obg3a10 CTI,
¢BRAIAHHBIK € HECeHEEY FAm0H BOcHBOR coymbe;

d.} TOKHC NHIL LIPEOCTAELA NN ,JIULH'GBEP.HHG RO SNy TED CROELD 'BD3FE.C-TE il
WY TPMHATHA HA HOCHORIALIEYID BOSHHY K Gy 0y,

4. Husaoe rocyraamrvns-yiiacvmb o aofbod sroseiir momer ¥ I aonOomei s Suie .
TAABME KA TYTEM HANGBTEHA COOTEETETRYIOE D YESTOMIHhA B alpes FeHepalitHOrD
cchperapd Opraguzampd OGscawacrsemn Hanel, xoTopeil HEQaoMEpyYeT BCC MOCYIAPSTRE-
YHACTHHEKH. TH.'EBG !."BC,II.GM:]'EHNE BLTY MACT B C-HII}" C GHTE &Mt l'I'EH'!}"‘[C HHA 1—'¢HGPHHLHHM
CCKPLTAPCM,

i TpefoRAAHE O MOBBIMEHWA BOI[ACTA, COACHMATIESER B OYHETE | HACTORWCH CTETHN,
b pACLPOCEPALEE e 13 YYSTHES AFLUSIHY, HAXOIHIHECH B BEAEHHHE LI D00 EGH TP M
BOCPYHEIILN CEN [0Sy IaPSTE-YTaCTIHEGR, b COOTDETCTaONN C0 SIaTLiky 23 1 29
Fouersumna o npaeax pebedxa.
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Crarsa 4

1. BoopyseEHEE TPYNIEL, $TIHIHRE OF BOOPFYMERHERX CHA FOSYMAPUTRA, HE N KAXIX
oBeToRTeALLTEAL He NONKEW BEPEORITE WiH HENOILIORATE I BOCHEKK JEACTRHIL THL, He
DBOCTHEIUHX 18-Terhers Boapacta.

L [OCYZApCTIA-YHACTHREN NPAHHMAKT Boe BOIMOEERIE MEPE B IIEHAN
NMEEOYNIpeRACHHA TaroH Btpﬁﬂm:ﬁ H HCMONBIGRAHHA, BXMOHAA OPERATHS FPLsdbK MED,
HEﬂ'ﬁID.[I.‘IiIIHK AR 3ANPCICHAR H K[:IH.'H}{H&JTH'!HILHH THJGGﬂ TTPRFTHEH.

i [IpHMEECEHEC HACTORSA CTETHY COIABCHSG AHEONY [1poToRony He JATPArELaeT
HPHEEASCKONG CTATYCA EH CANGH B3 CTOPOH BOOPYEEKTON BondIHETa.

Crarsn &

Hll'“m B HACTOA1DAM npﬂmﬂm& HE MOEET OHTR ACTHIKDBAED BAK HOEXNH A8 s
NOIOECHIER, CONSDEAILHCGCA B IARDHGOATCALCTRS IOCY TP TER-YISCTHAKA HIIK B
MEXTYHAPOIENE JOrOBOpEY H NeEIYRERDAEOM [FNAHETAPECM NPase, KOTOpHE B Somemet
cTEnéHH clocolCTaY AT Doy INECTAREAHE npas palenn.

CraTex 6

1. Kmm; COCYAAPETHO-YHACTHEK B PAMKAX eEoEl IOPHCOKKIHN NPUHHEKMACT BLE
HEMOOTHMETE MPARODSIC, ANMAKACTPATHEHME B HHEIC MERE] AJK ODECEVEHRE
e rHa oD Aoy EECTATEHYA H NPHMEREHHA AonOen il nacreamers Iporasthg,

2. Toeynapetea-y 4acTHAXH O0AIYOTCA GRECTIEYHTE WHPOKDE PACONOCTPUHERAS 4
NPCNAraHIY COOTRETCTRYIONUMH CREOCTESAM M TPHELHNOR H IONOMEH U HaCTORLUTEN O
POTORGRL CPEAY BIpoenwx B aerel

3. TocypapeTBa-yACTEHEH ITEHEMAINT BEd BOTHOME WS MEpR ANA COECOCYEHAR TOMD,
YTOOLL TS, HEAXOAAWKECY 110 BE KU cuncl, koropee Gvuil sapepOopansl Biin
ACOONEIOBATHEL B BEOSHWIX TeffCTEESY BONpEKH HaCcTORmeNy |lpoTokoay, Sunn
AeMOGHAHIOBAHI HAH RAWM 00paso oeecdomiens o poeHRol coy s,

Hp.'rl HeobXOAHMOETE rocymapcTRa-Y9aCTHAEKH OKAALBART ITHMH JTU1TAM BECH HAONSWAny >
DOMOML F WA BOCCTAUDRIEANA WX 'lb'H'EIElIEClmT'B W TCAXOALTHE2CN0T™ COCTORANS, &
TREME WX CONFATRAOR PERATErPagT.

Crares 7

1. 1 Dey¥napeTBA-yM3CTEHEH SOTDYARHTAIOT E OGNS OCY WGCTRACHAA HACTOALGTD
TMTpoToRcAL, B TOM SHEE B EENE NPEIYIIPENICHRR NIOA0E TEAT2NLHOCTH, TpotHRopeyaqeR
Hpﬂ‘l‘l:rm{:rﬂ}', H B Rene PEIIEHJIETBH,HH H CIJII:EEJJBHDH p'EH'_llTE]'“pEI]IH]I JTHH, T2RWAY XeATEXME
HeficTenE, IPOTHEOPSTAINTY HACToRUCKY [lpoToKIny, B TOM HHSAC TOCPEACTROM
TEXAHHECEQMRD nmp}‘nﬂnq{:mu L) @H'H’H.‘Fl’l:tlkl:lﬁ nie a1 ITHR Tﬂ!:l!l.: TDMOI: H l:m‘p}']]liﬁ'l:n'l’m
EYIYT CCYMecTRIATECE B KOECYNLTAINE ¢ JAMATCPECOBATHEIMA [OCYTAPE THAMM- '
¥IAaCTHHERMH H EDDTBJ:TCTE}'IOEIHHH H'C-‘H{Il:r' HElPﬂ.I:I,HHMII Dp]’ﬁHH:iEJ-EHJI:MH.
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i [y OapcTOA-Y YA THRKH, KITOPHES B COCTOREHE COSNaTE 3T9, 0KaikBAKT TAKYK
Mo QWE B PAMYAR CYIIECTRY I IHK MHATOCTOROHARX, ABYCTDPOHHKK HIAR AMAEW DDOTPARMM,

Wi, B SACTHACTH, YePed NOC TR ¢ﬂ'['[..[|.ﬂ ﬂﬂﬁpﬂmbﬂm BIHOCOE, YUPeAAaeMOora
cODTEcTCTENY © npannramn [ secpanesof Accambina.

Craven 8

I. Kamzpe rocynapsTBO-y4agTHRE B TEYSEHE JAYX NET TOCHE BCTYNICHHA B ChAY
manmore [poTorona gne 3TeTe roCyIAPCTEA-YARCTHHEA NPEACTARNRST J0EAA] KoMHTETY DO
nnasaM pebeaka, conepEamil peeclnenmomyic HEHOPMALRID & MEPAY, TIRHHATRIK UM B
UCILEA FCYIIEETBNCHHA NoAvkcHNR TlpoTowots, PAAKSAN MEDM, TPHEATLE C LWEbM
OCYWCCTBASHHA NONCKendl, KAacanru e Y48CTHA K TIPH3IbLEA,

2, Mocne RpapcTapnen®s BCenLEMMOUIETD NORNANE KAKEOS FOCYAAFCTIa-YTACTHHY
BEAITACT B JICKNRLH, TPEATTARIACHEE BM KOMATETY N0 Mpanas pebeHks B COUTBETCTEHH
<o cratsci 44 Keupsonm, by 1onoiHireneaye nefopManma, Racammy ke
ocymecTRTeRHR TlpeTorong, JipyrRe rocyoapeTha-yeacTHERHR [lpotosona npene rapnaoT
HORNRD, KARZMC NATE A6T,

3. KOMHTET 70 npapak pefetKka MOeSeT JEMPOCHTS ¥ MOCYIAPCTE-VRACTHHKRE
JUILTANTCIEHY HY HH-@ﬂ]}MauH‘B}. KACRNIODYIOCH OCY [MCCTRACHE AL HACTOALISTD HFD'I‘{}KD\.II.&.

Craren %

1 TiacToauyuh TIpoTokon OTEpET ANE NOATNHCAHHE NIOGLIM IOCYJADCTRON, KOTOE
ARNAETEA FUACTINEOM KOHBEHLUMY Kil mTOp0e MOATHCAND Se.

2, Hacregupi [poToken noanesiy paTHgEEANEH H CTKRHT ANS APHEOEINHERHE K
HeMy nodary rocyaepeTes. PETHPHEBUHGHHEG TPEMUTE HAH JOKYMERTEH © MPHEOCIEHEHHH
CASKTCY HA xpaHEHHe DenepaaeHDry ceEperapis Opravasanme DSwegnaeAwen: Haonil

3. {ohepatbHul corpeTape, acicTeya B GecTRE denoaerapus KowacEuun B
[TpoTowona, ¥ BeOOMIALST BEe MOCYIAPCTEA-YHACTNHKA Fonrenonn o s racyIapctna,

KLTOPEE ITONTTHEATH Kowseauuw, 0 cAage B XPEHCTHE RAAN0TD J2TANCTHA B COOTBEETCTEHH
oo crareed 13,

CraTen 18

1. Hacrrmmwd [Tporokon BTYNAET B CHITY YEPET TRH MECALIA MO CRANH HA XPABETHHE
aeeATol pATHOMKAMHOHHOR TPaMOTs HOH EOKYSEHTE O NDHSOERAHCHITH.

2. Jils #Aa%A0TG rocy aapETEA, KOTOPOE DATHOMUHPYET nacTonmuh [IpoTowan anu
NPHECEREHATCD K HEMY NOCTE &7 JTYTINSANE B CHIY, HACTOIWRH TIPOTOROGT BCTYRAET B

CHIY H<PEs UMK MECAL NOCHE CRAYH Ha XPAHCHHT Cre WIH*EKHHHDEHDH FpaeMaTe MK
OokYHeHTA & NpReoeinatHE.
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Cratsa 11

1. JhoGoe rocyaapribo-yURCTHHE MUKET ICHOHCHPOBATE BAcTOsuER |lpoTokos B
mefoe 'I-Pﬂbd’.ﬂ l'l}"l‘:-‘hl MACEMEHHOTO ¥ BSHOMICHITE PEAHBPE..TL‘I:‘HGI‘CI CCKPETARA LDremHIATAM
Obregupenar: Haunl, reropi! saTem HUGopMEpYeT o8 TOM TPYTHE FOSYSARSTIN —
YUACTHHEH KOHBSHUVH £ BCE MOy JAPCTRS, ROAMHCABILHE FoHReHUMI, JICHOHCALIHA
BETYTMIRCT B BAAY N0 HCTSTEHHH DIHOTO TR NACNS JATE FONY TCHHA ¥BEAONASHRE
Terepankiibiv cexperapes. QiHaKo, cond B3 fEHE HETEUEHHA ITOID rand B
GEBOECAPYIOMEM [ CYTapt TRe-YYACTEALE HMEET MECTD POOPYRCENEH EoHEIHET,
HEHOHLOUHA HE BCTYIEST B CHNY A0 CROHSHHER DD BOCPYMEHHOI0 FOHMNIHATA.

8 Taxas aepcnceums He 0ca0fomIReT [SCYIAPSTEO-YTACTHUE OT 270 0GAATENLETE,
NPELySMOTPERHE D IACTOAmEM [IpoToKone, B OTIKHUSHEN N00re AeicTDHS, BOTO-
NPOHIGHUAD A0 MATH BCTYTIINCHHA DEHOHCSILHEE B CHNY- Peermm ﬂﬁ'[lH!':lﬂM TAKRA NPHOHCAUER
NX I xoefl Mepe He NpenATCTEYET fansnefmeny paccMOTPERNI0 nodors DONPOCE, ¥OTopLIR
YL EOCTYREN HE PACCHOTPCRHS KOMHTICTA I7 IGTEL BETYNACHNA ICHOHCRANE B CHAY,

Cravea 13

L. Niofoe rocyIapeTRo-YIACTARE MOBET APEI0HRTE NONNAEKY H APEICTARHTE EE
[erepaneaumy cexperapn Oprannzaigy Ofpeauusrrmpx Haundi. Tenspancretii ceXperaps
reM NPELPOSORALET NPEANOREED YIo IONPIEKY FOCYIANCTRAM-YSACTHEKAN ¢ TpoceGof
}'KBBITIB, HEFICFAILBERAKITCH NHE OHHA 30 COAHEBE I{DB@EF‘HI’.{KH rucy,u,apc‘m-}'-mun-mxua T ENEK
PRCCMOTPEHES JTLK NpeLIokenutt H NpoDedeH s Mo HEK ronocobanus. Ecok b reverme
YETRIPEX MECEZUCE, EIMAHIEA ¢ D8TH Takoro cooluenna, mo xpafpeil Mepe OIKS TpeTE
FOCYRAPCTR-Y 9ACTHHEDR BECEKAMETCR 33 TAKFI0 KoDepeEnkte, [caepansmll cexpeTape
COIEIBEART 2TY RoB{cpeHLN non arnaed Opranpsamme Ovepnpennwx Heunk, JIn0as
NONPARKD, NPHEET A GOILIKACTRAM FOCY AAPCTR-YIRE THREOR, MPECYTCTRYIONIHE §

YYSCTBYINURYX P TONOCOBARNE Ha Tol RondepoRunn, npoaeracnseTea Cenepancuod
ApeamBngs Ha YyTeepmASHKE.

2. Tonpaeka, OPHUEATAE B COGTRRTCTERY C IIYHKTOM | RacTORINEH CTATLH, BLTYNAET B
CHITY No ¥yTRePRAtHEH of Tenepamucll Accapfipesd Opunnannun OSpeanrenntyix Haondt
H NPEHATHH &2 FonbluATCTIOM b B0 THeTH COCYIap TB-Y4ac THHROL,

LR Korms nonpazka 0eTYTIAET & CHAY, OHG CTAROBHTEA QRSIATENEHO] ANA TeX
rOCYIARCTE-Y [ACTHUKOS, ROTOPLIE 88 NPEEANYL, & AN APYTHX (Y IARCTE- P UAC THHFOR
ooraraTed OOHZATCARHEIME tOI0MERHE Hactenmery [TpaTokans ¥ noloe Dpsatiec Ty Iom e
AONPABEH, KOTORHE MY TRHRASTLL

Craten 13

I. Hacronumwd Tparormy, axrrywifcrni, apaficknli, veneroowl, xeTafckmi, procimit B
$panuycEAl TERCTH KOTOPOTO AAMEMTCA PAEED &Y TENTHIHEIME, XPANKTOS B EPHBRC
Qpraynianun Ofscanaeriex Hanmd,

2 MeHepansEmA cokpéTaps Upradpiansy UOscarRedrmx Haiuli nampasnaer
3ABEPEEHHE KONWH HacToaIlers [Tpoiasela Boed rocyIAPCTREM — Yuacrhusam Kodaen nup
H BCEM FOCYMARCTBAM, TOINECARIIRM KOoHBEHIHK.
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO RELAYIVO A
LA PARTICIPACION DE NIROS EN LOS
CONFLICTOS ARMADOS

NACIONES UNIDAS
2000
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONYENCION SCBRE LOS
DERECH(OSY DEL MINO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE
MNIFOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS -

Far Estadng Puviey en of provemie Proiocolo,

Alemagor pior el apawy sbiumadsr goec he merecids 1o Convenclén sabre e Derechas del

Hifio, ko que demuestra que existe una voluntad gencral de luchar por 1a promocién y & pretecsidn
de los derechos del nito,

Regfirmands que los derechae del nifto requicron una proteccion nepecial ¥ que, para ello, ex
netesark Sepuit rigjorando s siuacidn de bos nitios sln distincion v procu rar gue £5008 5 desanmd len
v sgan pducados en condigiones de paz y seguridad,

Preccupados por los cfeclos pemicioaos y generales que tienen para fbg nifios Ios conflictos
armedos, ¥ poT Sus consscuenting A largo plezo pama 1 paz, 1a sezuridad v el desarmollo dursderos,

Comdenmnudo el hecho de que en ias siuackones de conflicto atmado 1os nilked 32 convietan
on un blenco, 35i como los amgues directos contra hienes protegidos por ol derecha inlemacional,
intluides bos lugares domde suel: habzr one considersblz presencin infantil, come exuclas ¥
hotpitales,

Tomande nota de Ta adopcidn del Estabuto de |a Corte Penal Intemaclonal, en particular i
inclusidn enire bos crimencs de poerrs en conflictos armados, lanio inkemacknales como fio
internacionales, del reclutansients o alisiamisnta de nifioz meanores de 1% afog o 9u milizecido paes
participer sctivaments en las hosiilidsdes,

Comridergndn que para stpuir promoviendo le rtalizacidn ot los devechas reconocidos en la
Convencidn sobre Ioe Derachos del Wilo ez necesarlo aementar la proecekin de 1oz milos con m ik
& cvitar que periicipen on conflictos annadoa,

Obseevartfe que € artletls |de 1o Conveneldn sobre los Derechas del Mitio precisa que. pam
nz efectos de erns Cnnweneidn, se entiende por nific ledo ser humeno menoe de 18 aflos de edad,
salvo gue, on virtod de le bey aplicable, hays alcanzads antes 1a mayoria de edad,

Camvencidas de que un protoeoko facultative de 1a Convencidn por ¢l gque ae cleve la cdad
minima para = reclutamienlo de persones en las firermas aomades y su parlicipaeidn directa en las
hostilidades contribuird eficazmentr a la aplicecidn dal princigio de que e interds superior del niflo
debe & une fonsidecasion primordial en Iedos las decisiones que ke concieman,
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Tomarrds peta de que en diciembre de (995 b XXV Conferencin Trtemacionnl de e Cruz
Raoja v de la Madia Lupa Roja recomendd 3 138 partes en ronflictn que tomarn ivdes las medidas
widhk= para que los rfios ayentes de 18 afos no parliciparan &n bostilidedes,

Tomurde mota cor satigfaerion de [ aprobacidn undiime, em jubie & 1999, del Convenio de
la Organizacifn Intcmacional del Trabajo No. 132 sobre la prohibicidn de las peores fopmas de
Urabape infondi] ¥ b scidn bimediua pare su eliminecion, en el gque se probibe, ontre otros, el
el utamiento torzean o obligatorio da nifws pavd uritizados en conflictos armados,

Conidermanidy con mme preocipacion ¢ reclubimiento, sdissicamisnlo ¥ wilizacitn dentro ¥
fuern de |aa fronteras nacionales de niftoa en hostilidades por parte de gropes annadoes diseto: de
Ihg luerzas deé wn Cstedo, ¥ reéoneciendo |8 cesponsabilidad de quienes reciutan, sdicstran v utilizan
niflos de este modo,

Reeordondr que todas las panies en on conflicto ammade thenen 1a obiigacion de observar las
dispozicicncs del derecho intcrnacional humanitasio,

Subrayomdo que ] presenis Prodocols s2 entenders sin perjuicis de los ebjelivos v prmeipios
que conlienc |a Cana de (25 Maciones Unidas, ingloide su Atticule 50 v les noames pertinentas del
derecho unaniar,

Fewtendr prescate gee, pam lograr e phoy protecsion i los nifos, en prmicolar durante b
conflichos armados: ¥ 13 owopaeiin extranjerd, es indispensable gee se den comlicionss de par v
gegurided baasdas en ¢l pleno reppota de los proapdsitas y prpeipioa de ja Carta de lay Macions
Uidas ¥ s observen o3 chaletmentos vigetites en matecid de derechios lnimands,

Recongeiendn L tecetidacdes expesiples de bos aulfoe que ethn egpocialinente arpyetias gl
reclutamients o otilizacidn en hostilidedes, contra lo dispussio en el presente Protocalo, en randn de
=0 siludcidn econdmica o social o de sU Saxa,

Cemezcignies de la noegsidad de terer en coente |as cawsas economicas, seoiales ¥ pol[ticas que
muHiven |8 participacitin de milos en confictos esmadis,

Comvencidor de 1a necesidad de fonakecer la cooperacidn intemacional en la aplicacin del
presente Protocolo, asf gomo de 1a rehebilitacion Asica y psicosociet y le reinlegracién socizt de jos
nifos gue son victimas de condlicted armados,

Afenigrgda la paricipacidn de las comunidades y, en particolar, de los niflos y de las victimas
infantiles en la difugicn de progrumos de informecitn ¥ de educocidn sobre la aplicecién del
Protocola,

e
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Hon convanids o To slguisnte:
Articulo 1

Laz Fatsdos Partex adoprardn todas Ias medidas posibles para que ningln miemboo de s
Fucrmms srmados menor de 18 aflas participe direciariemte i hosil | dades.

Articnln 2

Les Estados Partes velatin par que no 62 reclute oblipatorismeants en gus fusrzas armades 2
mingln mewor d¢ 18 afios,

Articuls 3

!\ Los Eswadog Partes clevanin |2 cdad minima prrs gl reclolam ienta valuniaco de persones
en sus Tuerzas aradas nocionales por antima de | fijade en el paoafo 3 del amiculs 38 de la
Convencidn sobre b Dersohioe dil Nido, tenindd en cuenta los pricipics formulados en dicho
artlculo, ¥ reeonociendo que en virked do osa Convencidn los monores de 18 afos tiansn dareche &

una prodeceidn special,

1. Cada Estado Parte deposliard, al railfleer el prasenie Protoccle o sdherirse o é), uta
declaracion vinculanks en la que s¢ cstablezca Ja edad minima en que permilicd o reclwtamicnto
volumstatic en sue feerzss armadas nacionales y se ofmeecs una descripetio de lae salvagnandme que
heys sdopinde pora AsEEUrAlER de que 0¢ 56 realize ese eclulemiento por la fusrza o pOr cosaecion.

i Los Eeisdes Parles que permilan = rechitamienia voluntarie en sus fucrzes somades
necicnales de meonores de 19 aflos cstablocerdin medidas de salvaguardin que garanticen, como
IinATic, Y.

u) Ese reclutamicnto o3 auténticaments voluntariao;

b} Ese reclulmmients ge reahiza con &l consetmimisnts informaedo de los padres o de las
perssmas que lenyan Su custodim Legal;

<l Esos menoes esian plenamente informados de bos deberss que supone cse servicio
miliar;

dj Presentan prucbes fiables de su cded anizs de ser soepiados en el servicto militar
nacicmal,

-3
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4. Coda Estado Pame poded smplisc su declerlon en cunlquier marmento mediants
notificacion o il efecte dinigide pf Secrctario Senerg] de las Naciones Unides, 2| cual infarmard o
todos jos Estados Partes. La nodificaclén surticd efecte detde la fechs en gque sea recibida por sl
Secretano General.

5, La obligecion de clevar le edad segin se establece en o] pireafo | del presente arttcube
no €5 aplicable a les cycuelas pestionadas o situedes bajo el control de |ss fuerzas armadas de Ios
Estados Pames, de conformidad con los artlculos 28 y 29 de ia Convencidn sobee los Deveches del
Wi,

Articoke 4

1. Las grupts armadns distintos do las fuerzes armzdas de wn Esiado no deben en nisguna
Cirtunstancia reclatar ¢ utilizar en bostilidades & menores de 18 afios.

2. Los Estados Partes sdopterin todas las medidas poslbles paca opedir ese reclitatristmio
¥ uki tizacidn, con inclusion de 13 adopeien de las medidas legales necesarias para prohibir ¥ castigar
50T PLICtECnS,

3 La aplicacion del presents articule no afectars ls gituxcién juridica de ninguna de las
partss en un cantlice amado.

Arlicule 5

Minguna disposicidn del presente Protocole se interpretard de manere que impida |2 aplicagion
de |los preceplos del srdesamiento de un Estado Parie o de inftromentos intemmasionales o del derechs
Bumsanitaro intarnacional cusndp asos precapios eal MAS propicice 4 b roalizaciin de boz dareghos
del niflo.

Articulo 4
be Cada Fstedp Pare adoptard todad |85 medidas kegales, adminigrativas ¥ de oiva [ndote
necesarias para gatenbzar ls aplicacion efectiva v la vigilancie del cumplimicnto eftchivo de las

dispoziciones del presente Protocolo dentro de su jurisdiccion,

2 Los Estados Partes se comprometen a difutdir y protnover por 108 medios adecumdns,
eatre edultas ¥ nifios par igual, los principios y disposiciones del prasente Protocolo.

3. Los Bstados Paries adapiaran todns las medidas posibles pera que las personas que paicn
baje su jurisgiccion y hayan sido recluradas o wiilizadas on hostilidades en contradiceidn con el

&
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prescnte Protecoks sean desmavilizadey o scparsdas del servicio de otro modo. De ser nezesario, los
Estedos Purtes prestardn o esas persones bodo |4 dsistencia conveniiénite pard b recoperacian fisica y
psicologicn ¥ su rminlegraeian social,

Articalo T

I. | 03 Bsterdag Partes coaperarin en 3 aplicasian del presente Protocals, n parlicular en
Ia prevencién ds cualquice activided contraria al mismo y la rehabilitacién y roiniegraciin sacial do
lus personas gue seal viclimas de actos conlmnos al peesente Protocols, entee otres cosas mediante
l2 cooperacitn téenica v |a asistancie financiere. Foa asiatencia y san paoperaciin se llevarin & cabg
en tonsulla con los Estadns Porles afeclides v les organizationes inkzimacionales pertinentes.

2 1.0z Fatadng Pares que exén en condiciones do hscetln preatacdn eas azistancia mediante
los programas mu ltilaterales, bilaterales o de otro tpo existentes o, ente otras cosas, mediante un
fonda voluntario esteblecido de conformided con las noemas de 1a Asamblea General.

Articulo 8

I A mds tarchy dos afios despuds de Ta entrade en vigor dal Prodecolo sespecte e un
Estedo Purle, gste presentard el Comitd de los Derechos del Wific uf informé que contenpga una
exposicion general de les medidas que hava sdoptado para dar cumnplimicnto a las disposicionas del
Prowecelo, inelwidas las medidas adopradas con obieto de aplicar las disposiciones relativas 2 la
prrticipacldn 5 el relutamlento,

2. Dezpuds de fa pragentacidn del infoome general, cods Estsdo Parte incleird en log
infarmes que pressnte 1) Comite de los Derehias 4ol Mafs de cosforsided con ol artbouls 44 de s
Convencidn ka infornacidn adiciomal de que disponga sobre 1a aplicacion del Protoeolo. Oiros Estados
Partes en el Frotocolo preseniarsn un informe coda cinca afos.

3. El Comive de los Derechos del Nifio podrd pedir & los Teisdos Patles migs infoemecion
sobire la eplicacidn del presente Mrotoenlo,

Articolg 9

[. El presemte Protocole cstarh abierto 4 s fuma de lodo Estode que sén Parte ¢n ko
Canvencidn a la haya finmads.

2. El prezente Protocols estd sujcto a e ratificacion v ebieds a s sdhesicn de todos los

Estados, T.os tnstrumentes de ratilicacidn o de ndbesion s= depogitarin en poder del Secreturio
Gienaral de las Maciones 1nidas.

e
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3. El Secretaric General, en calidad de depositario de [a Convencidn ¥ del Prolocols,
informerd a todos los Estados Parss en |z Convencion ¥ 8 tndns bos Fatades que hayan frmado Ta
Coavencidn del depdsito de cody uno de los instrumentos de deckarsckbn en virtud del articyla 13,

Arficalo 10

1. El presente Protecolo entrard en vigor tres meses daspués de Ja focha en gue hayg sido
depositade e décimo instrumento de mtificacidn o de adhesion.

1 Respesto de los Estados que hayen ratificado of presente Protocole o a2 hayan adharida
4 &} flespeés de su entrads en vigor, ¢f PRotoColo entrard € ¥igor un mes despueds de |a fecha en que
3¢ hava deposltado € correspondiente instiumento de ratifcalén o de adheslin.

Articule 11

1. Todo Espubs Parte podri denunciar el presente Protogols en cuslquier momanto
notificindalo por escrito al Secretaric Geaneral d2 1as Wacionas Unidas, quisn informard de ello & las
demas Esiwdos Pades en s Comvencian ¥ a todos los Estados que hayan Mimado la Convencién. Ea
denuncia surtiia efecto wa afio despuds de la fecha en gue la nelificacion haya sido recibida por el

Secreturin Cengral dbe [as Macinews Unidos, Mo obalante, &5 o la expimeldn de ese plasg o] Estads
Parts denmncipmts  inerviene =n un conflicte ermade, 1a deowngia no suntied sfecto hesta |a
temminecion del conflicts armado.

I Esa depuncii ik eximird al Estado Parle de las oblipaclonss que le incomban én vicod
dol presente Frotogolo respecto de todo acto que s¢ haya producido antes de L fecha oo qua eguélla
sorta efeeto. La denuncia tampoco obatard en mode alpuno pare gue el Comité prosiga ¢l cxamen de
cuelguier ssunta iniciada anles de esa fecha.

Articado 12

1, Toda Estado Farte poded propotes Wit comesida v dipositarla on poder del Secretanio
Gieneral de Jas Maciones Unidaz. El Sceretsrio General comunicard |a enmisnda propussta a bos
Lstudos Partes, pidiendoles goe 12 nolilgeen si desean que s convogue itha conferencia de Estados
Partes com el fin de examiner Ta propuesia v gometerla & votagidn. 57 dentro da Ipa gualro Tegeg
sipuicnles @ la fecha dé #xa nolifivackin un lerew, &l minos, de los Estades Paces se declaran en
fayor de tal confierencia, ¢ Secreterie General |a convorcard con o auspicio de Jag Magiones Llnfdas.
Tode enmiznda edoptads poc la mayoria de los Estados Partes presentes v volanizs en la gonferecia
serd somelide por el Secretaric General o la Assmbles General para so aprobaciin.
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2 Teda enmicads sdoptads de conform idad con &l parefo | del peesente arbiculo enoars
en vigos chandn haya didn gprabadg por In Asmbles General de s Naclones Unkdas v eceptads per
una mayeria de doa tercios de los Extedos Pamea.

3 L enmiendos, cunndoe snirin en vigor, sern obligaiorias para bos Esiados Fanes que
las hayan aceptade; Joz demnis Bstados Partes seguinin obligados por las dispoziciones de bz presente
Convencldn y por ias enmiendag anterlores que hayan septado,

Artienls 13

L. E] presente Protocolo, cuyos textos en drebe, chino, stpafol, frencss, inglés ¥ neo son
igualments auldnilcos, serf depoailado en Tos archivos de b Naciones Tinidas.

2 El Secretario Generel de las Maciones Linidas tansmitich copins cetlificadas del preszoiz

Prolcgslo a todos Jos Extados Fanes en Ta Convenclén v o lodos 105 Estados que hayvan Armado 8
Convencidn.

-7
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